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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah ,
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat

Daerah ;

Mengingat . 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945
2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahu n 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERANGKAT DAERAH.
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KETEN TUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantukepala  Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat = Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan  yang menjadi kewenangan Daerah .

2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu  gubernur
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah provinsi .

3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu

bupati/ wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang  -Undang Dasar Negara
Republik Indonesia  Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah  Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurutasasotonomidan  Tugas Pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah
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Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi

kewenangan Daerah otonom .

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di  singkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang

berkedudukan seba gai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah .
Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas -batas

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menu rut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

dalam sistem Nega ra Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk  melindungi, melayani,

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah .

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan
yang w ajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan

potensi yang dimiliki  Daerah .

12. Tugaseé
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Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat
kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
atau dari Pemerintah Daerah  provinsi kepada Daerah
kabupaten/kota untuk  melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenu hi
kebutuhan dasar warga  negara.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang
disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda
kabupaten/ kota.

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada
adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/ wali kota .
Menteri adal ah menteri yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan dalam negeri.

Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas

-~ ® o0 T @

= Q

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ;
intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah ;
efisiensi;

efekti vitas;

pembagian habis tugas;
rentang kendali;
tata kerja yang jelas; dan

fleksibilitas.

BABIl é
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PEMBENTUKAN, JENIS, DAN KRITERIA TIPELOGI

(1)

(@)

3)

(4)

(5)

PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Pembentukan Perangkat Daerah

Pasal 3
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan
dengan Perda .
Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah
mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah
provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
bagi Perangkat Daerah kabupaten / kota.
Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan

Urusan Pemerintahan Pilihan

Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusa t
menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau
menyetujui dengan perintah perbaikan Perda kepada

gubernur atau bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas)

Hari sejak diterimanya Perda.

Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat menyetujui seluruhnya atas Perda sebagaimana
dimaksu d pada ayat (4), Kepala Daerah mengundangkan

Perda dalam lembaran Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang -undangan .

(6) Apabila é
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(6) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari , Menteri atau
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat  tidak memberikan
jawaban, Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggap telah mendapat persetujuan.

(7) Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat menyetujui dengan perintah perbaikan Perda
sebagaimana dimaksud pad a ayat (4), Perda tersebut harus
disempurnakan oleh kepala  Daerah bersama DPRD sebelum
diundangkan.

(8) Dalam hal kepala Daerah mengundangkan Perda yang tidak
mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah
provinsi dan dari gubernur s ebagai wakil Pemerintah Pusat
bagi Perangkat Daerah kabupaten / kota atau Perda tidak
disempurnakan oleh kepala Daerah  bersama DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (  7), Menteri atau gubernur

membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
Ketentuan mengenai k edudukan , susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan

Perkada.

Bagian Kedua
Jenis Perangkat Daerah
Pasal 5
(1) Perangkat Daerah provinsi terd iri atas:
a. sekretariat Daerah ;
b. sekretariat DPRD;
c. inspektorat ;
d. dinas; dan
e. badan.

(2) Perangkat e



(2)

(1)

(@)

3)

R

,{;@ﬁca

Dy, L2

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7 -

Perangkat Daerah kabupaten/ kota terdiri atas:
a. sekretariat Daerah ;
. sekretariat DPRD;

inspektorat ;

b
c
d. dinas;
e. badan; dan
f

kecamatan.

Bagian Ketiga

Kriteria Tipelo gi Perangkat Daerah

Pasal 6
Kriteria tipelogi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe
Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan
pemerintahan dengan variabel:
a. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
b. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh per  sen).
Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang
terdiri atas indikator :
a. jumlah penduduk ;
b. luas wilayah ; dan
c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah .
Kriteria variabel teknis seba gaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ditetapkan  berdasarkan beban tugas utama pada
setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi

penunjang Urusan Pemerintahan.

@4Ketentuan
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(4) Ketentuan men genai p erhitungan variabel umum dan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
tercantum dalam  Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini

BAB II |
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Perangkat Daerah Provinsi
Paragraf 1

Sekretariat Daerah Provinsi

Pasal 7

(1) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan unsur staf.

(2) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh sekretaris  Daerah dan bertanggung jawab
kepada gubernur.

(3) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan
kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas Pe rangkat Daerah serta pelayanan
administratif.

(4) Sekretariat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan
fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah ;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

d. pelayanan...
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d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil
negara pada instansi  Daerah ; dan
e. pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh gubernur yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8
(1) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud  dalam

Pasal 7 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.

(2) Tipe sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas :

a. sekretariat Daerah provinsi tipe A untuk mewadahi
pelaksanaan  fungsi  se kretariat Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dengan
beban kerja yang besar ;

b. sekretariat Daerah provinsi tipe B untuk mewadabhi
pelaksanaan  fungsi  sekretariat Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dengan
beban k erja yang sedang; dan

c. sekretariat Daerah provinsi tipe C untuk mewadahi
pelaksanaan  fungsi  sekretariat Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dengan

beban kerja yang kecil .

Paragraf 2
Sekretariat DPRD Provinsi

Pasal 9

(1) Sekretariat DP RD provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur pelayanan
administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan

fungsi DPRD provinsi.

(2) Sekretariat ...
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Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin  oleh sekretaris DPRD  provinsi yang dalam
melaksanakan tugasnya secara teknisoperasional berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD
provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada

gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi .

Sekretaris DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur
atas persetujuan pimpinan DPRD provinsi setelah

berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan dan keuangan, mendukung  pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD  provinsi , serta menyediakan dan
mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai

dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD  provinsi dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) menyelenggarakan

fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
provinsi ;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD provinsi ;

c. fasili tasi penyelenggaraan rapat DPRD  provinsi ; dan

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD  provinsi .

Pasal 10...
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Pasal 10
(1) Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud  dalam

Pasal 9 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.

(2) Tipe sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas :

a. sekretariat DPRD  provinsi tipe A untuk mewadabhi
pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dengan
beban kerja yang besar ;

b. sekretariat DPRD  provinsi tipe B untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dengan
beban kerja yang sedang ; dan

Cc. sekretariat DPRD  provinsi tipe C untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dengan

beban kerja yang kecil.

Paragraf 3

Inspektorat Daerah Provinsi

Pasal 11
(1) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintah an Daerah .

(2) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh inspektur.

(3) Inspektur Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

gubernur melalui sekretaris Daerah .

@4Inspektorat é
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(4) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina
dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh
Perangkat Daerah .

(5) Inspektorat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) menyelenggarakan
fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan
fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, revi  u, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan dari gubernur;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi ; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12
(1) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
(2) Tipe inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas
a. inspektorat Daerah provinsi tipe A untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dengan
beban kerja yang besar ;

b.inspektorat
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b. inspektorat Daerah provinsi tipe B untuk mewadahi
pelaksanaan  fu ngsi inspektorat Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dengan
beban kerja yang sedang ; dan

c. inspektorat Daerah provinsi tipe C untuk mewadahi
pelaksanaan  fungsi inspektorat Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 5) dengan

beban kerja yang kecil

Paragraf 4
Dinas Daerah Provinsi

Pasal 13
Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah .
Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh kepala dinas Daerah  provinsi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi

Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas memban tu gubernur  melaksanakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
Dinas  Daerah  provinsi dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan

fungsi:

a.perumusa n...
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a. perumusan kebijakan  sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya,

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14
(1) Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal13
dibe dakan dalam 3 (tiga) tipe.
(2) Tipe dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas :

a. din as Daerah provinsi tipe A untuk mewadahi pelaksanaan
fungsi dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (4) dengan beban kerja yang besar ;

b. dinas Daerah provinsi tipe B untuk mewadahi pelaksanaan
fungsi dinas Daerah provinsi sebagaimana d imaksud
dalam Pasal 13 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang ;
dan

c. dinas Daerah provinsi tipe C untuk mewadahi pelaksanaan
fungsi dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil

Pasal 15
(1) Urusan Pemerintah an sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan

Urusan Pemerintahan Pilihan.

(2)Ur usane
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Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dima ksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a. Urusan Pemerintahan  Wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar; dan

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar.

Urusan  Pemerintahan Wajib yang Dberkaitan dengan

pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a terdiri atas :

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umum dan  penataan ruang;

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e. ketenteraman dan ketertiban umum  serta perlindungan
masyarakat; dan

f. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b terdiri a tas:

a. tenaga kerja;

. pemberdayaan perempuan dan pe rlindungan anak;

. pangan;

. pertanahan;

. lingkungan hidup;

-~ O O O T

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

. pemberdayaan masyarakat dan Desa;

= (®)

. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

perhubungan;
j. komunikas i dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

|.penanaman €
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I.  penanaman modal;

m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;

persandian;

kebudayaan;

L T ©°

perpustakaan; dan

=

kearsipan.
Urusan Pemerintahan Pilihan  sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) , terdiri atas

a. kelautan dan perikanan

=3

pariwisata,
pertanian ;
kehutanan ;

energi dan sumber daya mineral ;

~ o o o

perdagangan ;

g. perindustrian ; dan

h. transmigrasi.

Masing -masing Urusan Pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 3), ayat ( 4), dan ayat ( 5) diwadahi dalam

bentuk dina s Daerah provinsi .

Khusus untuk Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman

dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan

oleh:

a. dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan
ketenteraman dan ketertiban umum; dan

b. dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan

kebakaran.

Pasal 16...
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Pasal 16

Dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan

ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 5 ayat (7) huruf a disebut satuan polisi pamong

praja Daerah provinsi .

(1)

(2)

3)

(4)

Pasal 17

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan
nonperizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit
pelayanan terpadu satu pintu Daerah provinsi yang melekat
pada dinas Daerah provinsi  yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan di bidang Penanaman Modal.

Besaran unit pelayanan terpadu satu pintu daerah provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti besaran dari
Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di

bidang Penanaman Mod al.

Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non
perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Peraturan Gubernur.

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan
pelayanan terpadu satu pintu seb agaimana dimaksud pada
ayat (3), pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan
terpadu satu pintu dapat dibentuk tim t eknis sesuai

kebutuhan.

(5) Dalam é
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Dalam hal berdasarkan ha sil perhitungan nilai variabel
Urusan P emerintahan di bidang penanaman modal
memperoleh nilai kurang dari 401 (empat ratus satu),
diwadahi dalam dinas penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu tipe C yang membawabhi paling banyak 3

(tiga) bidang.

Dinas penanaman modal dan pelayan  an terpadu satu pintu
sebagaimana dimaksud pada a yat (5) dapat menerima
tambahan Urusan Pemerintahan lainnya yang serumpun
dengan hasil pe rhitungan nilai variabel kurang dari

401(empat ratus satu).

Pembinaan unit pelayanan terpadu satu pintu s ebagaimana

dimaksud pada ayat (1 ) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 18

Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu Urusan
Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas
Daerah provinsi sendiri, Urusan Pemerintahan tersebut
digabung dengan dinas lain

Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel teknis
Urusan Pemerintahan memperoleh nilai 0 (nol), Urusan
Pemerintahan tersebut tidak diwadahi dalam unit organisasi

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Penggabungan é
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(3) Penggabungan Ur usan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas
Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan
kriteria:

a. kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan ; dan/atau

b. keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemeri ntahan.

(4) Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) meliputi:

a. pendidikan, kebu dayaan, kepemudaan dan olahraga, serta
pariwisata;

b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak , pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;

c. ketent eraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat , sub urusan ketent eraman dan ketertiban
umum dan sub urusan kebakaran ;

d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah,
perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya
mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja ;

e. komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;

f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum
dan penataan ruang, pertanahan, p erhubungan ,
lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta
kelautan dan perikanan; dan

g. perpustakaa n dan kearsipan.

B)Penggabunganté
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Penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan
Pemerintahan.

Tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu)
tingkat lebih tinggi  atau mendapat tambahan 1 (satu ) bidang
apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan
Pemerintahan yang dig abungkan .

Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang
Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari
Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri  sebelum
penggabungan.

Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat Urusan
Pemerintahan dalam 1 (satu ) rumpun sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas,
Urusan Pemerintahan tersebut dapat digabung menjadi 1
(satu) dinas tipe C sepanjang paling sedikit memperoleh 2
(dua) bidang.

Nomenklatur dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung.

Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat Urusan
Pemerintahan dalam 1 (satu ) ru mpun sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas
atau bidang, fungsi tersebut dilaksanakan oleh sekretariat
Daerah dengan menambah 1 (satu ) subbagian pada unit kerja
yang mengoordinasikan Urusan P emerintahan yang te rkait
dengan fungsi tersebut.

Pasal

19¢
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Pasal 19

Pada dinas Daerah provinsi dapat dibentuk unit pelaksana
teknis dinas Daerah provinsi untuk melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

tertentu .

Unit pelaksana teknis  dinas Daerah provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi .

Klasifikasi  unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. unit pelaksanateknis dinas Daerah provinsi kelas A untuk

mew adahi beban kerja yang besar; dan

b. unit pelaksanateknis dinas Daerah provinsi kelas B untuk

mewadahi beban kerja yang kecil.

Pembentukan unit pelaksana teknis  dinas Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur  setelah dikonsultasikan secara tertulis

kepada Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai  klasifikasi unit pelaksana
teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan pembentukan unit  pelaksana teknis dinas
Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , diatur
dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan
tertulis dari menteri terkait dan menteri  yang
menyelenggarakan Urusan P emerintahan di bidang aparatur

negara.

Pasal 20 é
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Pasal 20
Selain  unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdapat unit

pelaksana teknis dinas Daerah provinsi di bidang pendidikan
berupa satuan pendidikan Daerah provinsi
Satuan pendidikan  Daerah provinsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 21
Selain  unit pelaksana teknis dinas Daerah  provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdapat unit

pelaksana teknis dinas Daerah provinsi di bidang kesehatan
berupa rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi
bersif at fungsional dan unit layanan yang bekerja secara
profesional .

Rumah sakit Daerah provinsi dipimpin oleh  direktur rumah
sakit Daerah provinsi .

Rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola
rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola
pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah .

Dalam hal rumah sakit Daerah provinsi belum menerapkan
pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah ,
pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah provins i tetap
bersifat otonom  dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban keuangan

(5) Rumah é
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Rumah sakit Daerah provinsi dalam penyelenggaraan tata
kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibinad  an bertanggung jawab kepada
dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di
bidang kesehatan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5)
dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah

sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Ur usan
Pemerintahan di bidang kesehatan.

Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5)
dan ayat ( 6) dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan peraturan

perundang -undangan di bidang kesehatan

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan

(1)

(2)

3)

kerja rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) serta pengelolaan keuangan rumah sakit
Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada  ayat (3) dan

ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 22
Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan
yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi dapat
dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.
Wilayah kerja cabang dina s sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat meliputi 1 (satu ) atau lebih kabupaten/kota.
Cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibe dakan

dalam 2 (dua) klasifikasi .

(4) Klasifikasi é
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Klasifikasi cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) ter diri atas:

a. cabang dinas kelas A untuk m ewadahi beban kerja yang
besar; dan

b. cabang dinas kelas B untuk mewadahi beban kerja yang
kecil.

Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan  Peraturan Gubernur setelah

dikonsultasikan  secara tertulis dengan Menteri

Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik

Urusan Pemerintahan , cabang dinas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mendapat pelimpahan wewenang dari gubernur

yang ditetapkan dengan  Peraturan Gubernur.

Cabang dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

berkoordinasi dengan Perangkat Daerah kabupaten/ kota

yang melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan

tugas cabang dinas

Ketentuan lebih lanjut mengenai cabang dinas diatur dengan

Peraturan Menteri setelah mendapa t pertimbangan tertulis

dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan

Urusan P emerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 23

Pada Perangkat Daerah yang sudah dibentuk cabang dinas di

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) :

Perangkat Daerah tersebut tidak mempunyai unit organisasi

terendah , kecuali sekretariat

Paragraf 5 ...
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Paragraf 5
Badan Daerah Provinsi

Pasal 24
Badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf e merupakan unsur penunjang Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi .
Badan Daerah provinsi dipimpin oleh kepala badan Daerah
provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi .
Badan Daerah provinsi sebagaimana di maksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah provinsi .
Badan Daerah  provinsi dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya,

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesua i dengan
lingkup tugasnya;

c. pemant auan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis  sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pembinaan teknis penyelenggara an fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup
tugasnya; d an

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Unsur...
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(5) Unsur penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
. perencanaan;

. keuangan;

a

b

c. kepegawaian ;

d. pendidikan dan pelatihan

e. penelitian dan pengembangan;  dan

f. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan Kketentuan

peraturan perundang -undangan .

(6) Badan Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi  penunjang
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f
dibentuk dengan kriteria:

a. diperintahkan oleh peraturan perundang -undangan; dan
b. memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan
tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah provinsi .

(7) Untuk menunjang koordinasi pelaksanaan  Ur usan
Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat,
Daerah provinsi dapat membentuk badan penghubung
Daerah provinsi di ibu kota negara.

(8) Pembentukan badan  penghubung Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan

Perda provinsi .

Pasal 25

Pembentukan badan Daerah provinsi dan pembentukan badan
penghubung Daerah provinsi  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (6) dan ayat (7) berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis
dari menteri yang menyelenggarakan Urusan P emerintahan di
bidang aparatur negara

Pasal

26¢€
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Pasal 26

(1) Badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 dibe dakan dalam 3 (tiga) tipe.

(2) Tipe badan Daerah provinsi  sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas :

a. badan Daerah provinsi tipe A untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi badan Daerah provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dengan beban kerja yang
besar;

b. badan Daerah provinsi tipe B untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi badan  Daerah provinsi sebagaim ana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dengan beban kerja yang
sedang; dan

c. badan Daerah provinsi tipe C untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi badan  Daerah provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dengan beban kerja yang

kecil .
Pasal 27
(1) Dalam hal b erdasarkan perhitungan nilai variabel
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatufungsi

penunjang Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat

untuk dibentuk badan Daerah provinsi  sendiri, fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung de ngan
badan lain.

(2) Penggabunganfungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam
1 (satu ) badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada perumpunan fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan  dengan kriteria:

a. kedekat ané
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a. kedekatan fungsi penun jang Urusan Pemerintahan;
dan/ atau

b. keterkaitan  antar penyelenggaraan fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan.

Perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan

b. perencanaan serta penelitian dan pengemba ngan.

Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling

banyak 2 (dua) fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

Tipelogi badan Daerah provinsi hasil penggabungan fungs i

penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan jumlah bidang hasil
penggabungan .

Nomenklatur badan Daerah provinsi yang mendapatkan
tambahan bidang dari fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan merupakan nomenklatur badan Daerah
provinsi dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang

berdiri sendiri sebelum penggabungan.

Pasal 28
Pada badan Daerah provinsi dapat dibentuk unit pelaksana
teknis badan Daerah provinsi untuk melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu .
Unit pelaksana teknis  badan Daerah provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibe dakan dalam 2 (dua) klasifikasi .

B)KI asi fi kasi
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(3) Klasifikasi  unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud pada a yat (2) terdiri atas:

a. unit pelaksanateknis badan Daerah provinsi kelas A untuk
mewadahi beban kerja yang besar; dan

b. unit pelaksanateknis badan Daerah provinsi kelas B untuk
mewadahi beban kerja yang kecil.

(4) Pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis
kepada Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi  unit pelaksana
teknis badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan pembentukan unit pelaksana teknis  badan Daerah
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
Peraturan Menteri  setelah mendapat pertimbangan tertulis dari
menteri yang menyelenggarakan U rusan Pemerintahan di

bidang aparatur negara.

Bagian Kedua

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 29
(1) Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan unsur staf.
(2) Sekretariat Daerah kabupaten/kota  sebagaimana dim aksud
pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Daerah kabupaten/kota

dan bertanggung jawab kepada bupati/wali  kota .

B)Sekretari at ¢
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Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota

dalam pen yusunan kebijakan dan pengoordinasian

administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah

serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan

tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menyelenggarakan fun gsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah ;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan Kkerja
Perangkat Daerah ;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah ;

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil
negara pada instansi  Daerah ; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali

kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 30

Sekretariat Daerah kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.

Tipe sekretariat Daerah  kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. sekretariat Daerah  kabupaten/kota tipe A untuk
mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah
kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 9
ayat (4) dengan beban kerja yang besar ;

b. sekretariat Daerah  kabupaten/ kota tipe B untuk
mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah
kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 9
ayat (4) dengan beban kerja yang sedang ; dan

c. sekretariat é
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c. sekretariat Daerah  kabupaten/kota tipe C untuk
mewadahi  pelaksanaan fungsi se kretariat Daerah
kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 9

ayat (4) dengan beban kerja yang kecil

Paragraf 2

Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 31

(1) Sekretariat DPRD kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan unsur pelayanan
administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan

fungsi DPRD kabupaten/kota

(2) Sekretariat DPRD kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten/kota
yang dalam melak sanakantugasnya secara teknis operasional
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan
DPRD kabupaten/kota  dan secara administratif bertanggung
jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah

kabupaten/kota

(3) Sekretaris DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan
bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD
kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan

fraksi .

4)Sekretari at ¢
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Sekretariat DPRD  kabupaten/kota sebagaimana dim aksud

pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan

administrasi  kesekretariatan ~ dan keuangan, mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota , serta

menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD  kabupaten/kota  dalam melaksanakan

hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD kabupaten/kota  dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) menyelenggarakan

fungsi:

a. penyelenggaraan  administrasi  kesekretariatan DPRD
kabupaten/kota ;

b. penyelenggar aan administrasi keuangan DPRD
kabupaten/kota ;

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota ; dan

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD  kabupaten/kota

Pasal 32
Sekretariat DPRD  kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
Tipe  sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A untuk mewadabhi
pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dengan

beban kerja yang besar ;

b.sekretariat é
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b. sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe B untuk
mewadahi  pelaksanaan fungsi  sekretariat DPRD
kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (5) dengan beban kerja yang sedang ; dan

c. sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dengan

beban kerja yang kecil.

Paragraf 3
Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 33
Inspektorat Daerah kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf ¢ merupakan unsur pengawas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .

Inspektorat Daerah kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.
Inspektur Daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung

jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah
kabupaten/kota

Inspektorat Daerah kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wal i kota

membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan
oleh Perangkat Daerah .

Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4
menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan...
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a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan
fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan bupati/wali kota;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota;
dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali

kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Insp ektorat Daerah kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.

Tipe inspektorat Daerah  kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. inspektorat Daerah  kabupaten/kota tipe A untuk
mewadahi  pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah
kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 3
ayat (5) dengan beban kerja yang besar ;

b. inspektorat Daerah  kabupaten/kota tipe B untuk
mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah
kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud d alam Pasal 3 3
ayat (5) dengan beban kerja yang sedang ; dan

c. inspektorat Daerah  kabupaten/kota tipe C untuk
mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah
kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 3

ayat (5) dengan beban kerja yang kecil

Paragraf 4.. .
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Paragraf 4

Dinas Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 35
Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah .
Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaks ud pada
ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas Daerah kabupaten/kota
yang berkedudukan di bawah dan b ertanggung jawab kepada
bupati/ wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota
Dinas Daerah kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tu gas membantu bupati/wali kota
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang d iberikan
kepada kabupaten/kota.
Dinas Daerah kabupaten/kota  dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggaraka n
fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya,
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
e. pelaks anaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali

kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36...
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Pasal 36
(1) Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.

(2) Tipe dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana di maksud
pada ayat (1) terdiri atas :

a. dinas Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadabhi
pelaksanaan fungsi dinas Daerah  kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dengan
beban kerja yang besar ;

b. dinas Daerah kabupaten/kota  tipe B untuk mewadah i
pelaksanaan fungsi dinas Daerah  kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dengan
beban kerja yang sedang ; dan

c. dinas Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi dinas Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 35 ayat (4) dengan

beban kerja yang kecil

Pasal 37
(1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 5
ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan
(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. Urusan Pemerintahan  Wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar; dan
b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar.

B)Urusane
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(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar, terdiri atas
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruan g;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman dan ketertiban umum  serta perlindungan
masyarakat; dan
f. sosial.
(4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan denga n
pelayanan dasar, terdir i atas :
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pe rlindungan anak;
pangan;
pertanahan;

lingkungan hidup;

~ o o o

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

pemberdayaan masyarakat dan Desa;

= Q@

pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

perhubungan;

j.  komuni kasi dan informatika;

k. koperasi, usaha kecil, dan menengabh;
I.  penanaman modal;

m. kepemudaan dan olah raga;

=

statistik;
persandian;

kebudayaan;

L T ©

perpustakaan; dan

-

kearsipan.

B)Ur usane
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Urusan Pemerintahan Pilihan , terdiri atas
a. kelautan dan perikanan;

pariwisat a;

pertanian ;

perdagangan ;

kehutanan;

-~ ® 2 o T

energi dan sumbe r daya mineral;

g. perindustrian ; dan

h. transmigrasi.

Masing -masing Urusan Pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), ayat (4) , dan ayat (5) diwadahi dalam

bentuk dinas.

Khusus untuk  Urusan Pemerinta han di bidang ketenteraman

dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilaksanakan

oleh:

a. dinas Daerah kabupaten/kota  yang menyelenggarakan
sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan

b. dinas Daerah kabupaten/kota  yang menyelenggarakan

sub urusan kebakaran.

Pasal 38

Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub

urusan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7) huruf a disebut satuan polisi

pamong praja Daerah kabupaten/kota

Pasal

39¢
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Pasal 39

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada
masyarakat, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu

pintu Daerah kabupaten/kota yang melekat pada dinas
Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan  Urus an
Pemerintahan di bidang penanaman modal.

Besaran unit pelayanan terpadu satu pintu daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengikuti besaran dari Dinas yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal

Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non
perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati/Walikota.

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan
terpadu satu pintu sebagaimana dima ksud pada ayat (3),
pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu
pintu d apat dibentuk timt eknis sesuai kebutuhan.

Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel
Urusan  Pemerintahan di bidang penanaman modal
memperoleh nilai kurang dari 401 (empat ratus satu),
diwadahi dalam dinas penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu tipe C yang membawahi paling banyak 3

(tiga) bidang.

Pembinaan unit pelayanan terpadu satu pintu s ebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gube rnur sebagai

wakil pemerintah pusat.

Pasal 40 é
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Pasal 40

Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu Urusan
Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas
Daerah  kabupaten/kota sendiri, Urusan Peme rintahan
tersebut digabung dengan dinas lain.

Dalam hal berdasarkan hasil perhitunga n nilai variabel teknis

Urusan Pemerintahan memperoleh nil ai 0 (nol), Urusan

Pemerintahan tersebut tidak diwadahi dalam unit organisasi

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksu d pada ayat (1).

Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas

Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan

kriteria :

a. kedekatan karakteristik ~ Urusan Pemerintahan ; dan/atau

b. keterkai tan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 3) meliputi :

a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga , serta
pariwisata ;

b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, p engendalian penduduk dan keluarga
berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil , serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;

c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat , sub urusan ketenteraman dan ketertiban

umum dan sub urusan kebak aran;

d.penanaman é
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d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah,
perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya
mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;

e. komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum
dan penataan ruang, pertanahan ,  perhubungan
lingkungan hidup, kehutanan , pangan, pertanian, serta

kelautan dan perikanan; dan

g. perpustakaan dan kearsipan.

(5) Penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pali ng banyak 3 (tiga) Urusan
Pemerintahan.

(6) Tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan
1 (satu ) tingkat lebih tinggi  atau mendapat tambahan 1 (satu)
bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari
Urusan Pemerintahan yang digabungkan

(7) Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang
Urusan Pemerintah an merupakan nomenklatur dinas dari
Urusan Pemerintahan yang Dberdiri sendiri sebelum
penggabungan.

(8) Dalam hal berdasarkan perhitun gan nilai variabel
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat Urusan
Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi Kkriteria untuk
dibentuk dinas, Urusan Pemerintahan tersebut dapat
digabung menjadi 1 (satu) dinas tipe C sepanjang paling

sedikit memperoleh 2 (dua) bidang.

Q) Nomenkl|l atur é
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(9) Nomenklatur dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung.

(10) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel
sebagaimana dimaksud dal am Pasal 6 tidak terdapat Urusan
Pemerintahan dalam 1 (satu ) rumpun sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) yang memenuhi kriteria untuk dibentuk
dinas atau bidang, fungsi tersebut dilaksanakan oleh
sekretariat Daerah dengan menambah 1 (satu) subbagian
pada unitkerjayang mengoordinasikan Urusan P emerintahan

yang terkait dengan fungsi tersebut.

Pasal 41

(1) Pada dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk  unit
pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/at au kegiatan

teknis penunjang tertentu

(2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibe dakan dalam 2 (dua)

klasifikasi .

(3) Klasifikasi unit  pelaksana  teknis dinas Daerah
kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) terdiri

atas:

a. unit pelaksana teknis  dinas Daerah kabupaten/kota kelas

A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan

b. unit pelaksana teknis  dinas Daerah kabupaten/kota kelas

B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

@4Pembentukanté
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Pembentukan unit pelaks ana teknis dinas  Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan  dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah
dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai

wakil Pemerintah Pusat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana
teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat(3) dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas
Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat
pertimbangan tertulis  dari menteri terkait dan menteri yang
menyelenggarakan Urusan P emerintahan di bidang aparatur

negara.

Pasal 42

Selain unit pelaksana teknis  dinas Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terdapat unit

pelaksana teknis dinas Daerah kabupa ten/kota di bidang

pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah
kabupaten/kota
Satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal

dan nonformal.

Pasal 43...
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Pasal 43

Selain unit pelaksana t eknis dinas Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdapat unit pelaksana
teknis dinas Daerah kabupaten/kota  di bidang kesehatan berupa
rumah sakit Daerah kabupaten/kota dan pusat kesehatan
masyarakat sebagai unit organisasi bersifat f ungsional dan unit

layanan yang bekerja secara profesional

Pasal 44
(1) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah
kabupaten/kota

(2) Rumahsakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata
kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan
pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah .

(3) Dalam hal rumah sakit Daerah kabupaten/kota belum
menerapkan pengelolaan keuangan badan | ayanan umum
Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah
kabupaten/kota  tetap bersifat otonom dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan

(4) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan
tata kelola rumah sakit dan tata kelol a klinis sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 2), dibina dan bertanggung jawab
kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

di bidang kesehatan.

(5) Pertanggungjawaban é
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Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (  4),
dilaksanakan melalui p enyampaian laporan kinerja rumah
sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan di bidang kesehatan.

Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4)
dan ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang -undangan di bidang kesehatan

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata
hubungan kerja rumah sakit Daerah  kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dal am Pasal 43 serta pengelolaan
keuangan rumah sa kit Daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan

Presiden .

Pasal 45

Pusat kesehatan masyarakat = sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43 dipimpin oleh kepala pusat kesehatan masyarakat

Ketentuan lebih lanjut meng enai organisasi dan tata
hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat di  atur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di bidang kesehatan setelah mendapat
pertimbangan tertulis dari Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur

negara.

Paragraf 5...
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Paragraf 5
Badan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 46
Badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e , merupakan unsur penunjang
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota
Badan Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh kepala badan
Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui
sekretaris Daerah kabupaten/kota
Badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyaitugas membantu bupati/wali kota dalam
melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah an yang
menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota

Badan Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan
lingkup tugasnya;

Cc. pemant auan, eva luasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi -fungsi
penunjang Urusan Pemerintah an Daerah sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali
kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Unsur...
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(5) Unsur penunjang Urusan Pemer intahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perencanaan;

b. keuangan;

c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan ;

d. penelitian dan pengembangan; dan

e. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan
perundang -undangan.

(6) Badan Daerah kabupaten/kota yang m elaksanakan fungsi
penunjang lainnya  sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf e dibentuk dengan kriteria:

a. diperintahkan oleh peraturan perundang -undangan; dan

b. memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan
tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah
kabup aten/ kota .

(7) Pembentukan badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) berdasarkan pedoman vyang
ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan
tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan di bidang aparatur negara

Pasal 47
(1) Badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 dibe dakan dalam 3 (tiga) tipe.
(2) Tipe badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas
a. badan Daerah kabupaten/kota t ipe A untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi badan Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dengan
beban kerja yang besar ;

b. badané
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b. badan Daerah kabupaten/kota t ipe B untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi badan Daerah  kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dengan
beban kerja yang sedang ; dan

c. badan Daerah kabupaten/kota t ipe C untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi badan Daerah  kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dengan

beban kerja yang kecil

Pasal 4 8

(1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai  variabel
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu fungsi
penunjang Urusan  Pemerintahan tidak ~ memenuhi  syarat
untuk dibentuk badan Daerah kabupaten/kota sendiri, fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan
badan lain.

(2) Penggabung an fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam
1 (satu) badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perumpunan fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan dengan kriteria
a. kedekatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan;

dan/ atau
b. keterkaitan  antar penyelenggaraan fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan.

(3) Perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan

b. perencanaan serta penelitian dan pengemba ngan.

@4Penggabunganté
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(4) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
banyak 2 (dua) fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

(5) Tipelogi badan Daerah kabupaten/kota  hasil penggabungan

fungsi penunjang Uru san Pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah bidang hasil
penggabungan .
(6) Nomenklatur  badan Daerah kabupaten/kota yang

mendapatkan tambahan bidang dari fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur badan
Daerah kabupa ten/kota  dari fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.

Pasal 49
(1) Pada badan Daerah kabupaten/kota  dapat dibentuk unit
pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ata u kegiatan
teknis penunjang tertentu
(2) Unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibe dakan dalam 2 (dua)

klasifikasi .

(3) Klasifikasi unit  pelaksana  teknis badan Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas:

a. unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota
kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
b. unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota

kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

@4Pembentukantée
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Pembentukan unit  pelaksana teknis badan  Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah
dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasif ikasi unit pelaksana
teknis badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan pembentukan unit pelaksana teknis  badan
Daerah kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat
pertimbangan t ertulis dari menteri yang menyelenggarakan

Urusan P emerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf 6
Kecamatan

Pasal 50
Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerin tahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan
kelurahan .
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh camat atau sebutan lain  yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui
sekretaris Daerah kabupaten/ kota .
Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai
tugas:
a. menyelenggarakan Urusan Pemerintah an umum;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. mengoordinasikan é
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c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketent eraman
dan ketertiban umum;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan
Peraturan Bupati/ Wali kota;

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana
pelayanan umum;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di
tingkat kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa
atau sebutan lain  dan/atau kelurahan;

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan kabupaten/kota yang tida k dilaksanakan
olehunitkerja Pemerintahan Daerah kab upaten/ kotayang
ada di kecamatan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh
peraturan perundang -undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh

bupati/wali kota untuk melaksa nakan sebagian  Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat
kecamatan .

Pasal 51
Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa | 50 ayat (1)

dibedakan dalam 2 (dua) tipe.

(2) Tipe...
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Tipe kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. kecamatan tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas
kecamatan seb agaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3)
dengan beban kerja yang besar ; dan

b. kecamatan tipe B untuk mewadahi pelaksanaan tugas
kecamatan seb agaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3)

dengan beban kerjayang kecil .

Pasal 52

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk
untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
Kelurahan dibentuk dengan Perda kabupaten / kota
berpedoman pada Peraturan Pemerintah
Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah
selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada
camat.
Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempuny aitugas
membantu camat dalam:
a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
e. memelihara saranadan prasarana serta fasilitas pelayanan

umum;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang -undangan .

BAB |

Veé
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BAB IV
KRITERIA PERANGKAT DAERAH

Pasal 53

(1) Tipelogi  sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan
inspektorat , serta fungsi penunjang Urusan P emerintahan
bidang perencanaan dan keuangan ditetapkan berdasarkan
hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:

a. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat,
serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang
perencanaan dan keuangan tipe A apabila hasil
perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);

b. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat ,
serta fungsi penunjang Urusan P emerintahan bidang
perencanaan dan Kkeuangan tipe B apabila hasil
perhit ungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus)
sampai dengan 800 (delapan ratus) ; dan

c. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat |,
serta fungsi penunjang Urusan P emerintahan bidang
perencanaan dan keuangan tipe C apabila hasil
perhitung an nilai variabel kurang dari atau sama dengan
600 (enam ratus) .

(2) Tipelogi dinas dan badan ditetapkan berdasarkan hasil
perhitungan nilai variabel sebagai berikut:

a. dinas dan badan tipe A apabila hasil perhitungan nilai
variabel lebih dari 800 (delapan ratu s);

b. dinas dan badan tipe B apabila hasil perhitungan nilai
variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800
(delapan ratus) ; dan

c.dinasé@é
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c. dinas dan badan tipe C apabila hasil perhitungan nilai
variabel lebih dari 4 00 (empat ratus) sampai dengan 600
(enam ratus) .

(3) Dalam hal hasil perhitungan nilai variabel Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
tidak memenuhi  perhitungan nilai variabe | untuk me njadi
dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Urusan
Pemerintahan tersebut tetap  dibentuk sebagai dinas tipe C.

(4) Tipelogi kecamatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan
nilai variabel sebagai berikut:

a. kecamatan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel
lebih dari 600 (enam ratus) ; dan

b. kecamatan tipe B apabila hasil perhitun gan nilai variabel
kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus) .

(5) Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan
atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bagi pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota kurang dari 400 (empat ratus)
untuk Urusan  Pemerintahan selain yang dimaksud pada ayat
(3), berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. menjadi bidang apabila  hasil perhitungan nilai variabel

lebih dari 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat

ratus) ; dan
b. menjadi subbidang atau seksi pada bidang apabila h asil
perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan

300 (tiga ratus)

Pasal 54
(1) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan
aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe

Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

(2)Ber dasar kaneée
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Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang
dimiliki oleh P emerintah Daerah, dinas atau badan tipe C
dengan hasil perhitungan nilai variabel 400 (empat ratus)
sampai dengan 500 (lima ratus) sebelum dikalikan dengan
faktor kesul itan geografis, dapatdigabung dengandinas atau
badan tipe C me njadi 1 (satu) dinas atau badan tipe B, atau
digabung dengan dinas atau badan tipe B menjadi dinas  atau
badan tipe A, atau digabung dengan dinas atau badan tipe A,
menjadi dinas atau badanti  pe A dengan 5 (lima ) bidang.
Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu)
rumpun .

Nomenklatur dinas atau badan hasil penggabungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
nomenklatur yang mencermin  kan Urusan Pemerintahan  atau

fungsi penunjang Urusan Pemerintahan  yang digabung .

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

(1)

(@)

Paragraf 1
Sekretariat Daerah Provinsi

Pasal 55
Sekretariat Daerah provinsi tipe A terdiri atas paling banyak
3 (tiga) asisten.
Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
paling banyak 3 (tiga) biro.
(3) Biro...
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Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling
banyak 3 (tiga) bagian.
Bagian sebagaim ana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 56
Sekretariat Daerah provinsi tipe B terdiri atas paling banyak
3 (tiga) asisten.
Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
paling banyak 2 (dua) biro .
Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling
banyak 3 (tiga) bagian.
Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) subbagian

Pasal 57
Sekretariat Daerah provinsi tipe C terdiri atas paling banyak
2 (dua) asisten.
Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
paling banyak 2 (dua) biro.
Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling
banyak 3 (tiga) bagian.
Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 5 8

Pembagian tugas pokok dan fungsi unit kerja pada sekretariat

Daerah provinsi dikelompokkan berdasarkan Perangkat Daerah

yang dikoordinasikan dan/atau berdasarkan fungsi atau unsur

manajemen.

Paragraf 2 ...
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Paragraf 2
Sekretariat DPRD  Provinsi
Pasal 59
(1) Sekretariat DPRD provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 4
(empat) bagian .
(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(3) Sekretariat DPRD provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3
(tiga) bagian .
(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas
paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(5) Sekretariat DPRD provinsi tipe C terdiri atas paling banyak 3
(tiga) bagian .
(6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas

paling banyak 2 (dua) subbagian.

Paragraf 3

Inspektorat Daerah Provinsi

Pasal 60

(1) Inspektorat Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu)
sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
3 (tiga) subbagian.

(3) Inspektorat Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu)
sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas
2 (dua) subbagian.

(5) Inspektorat Daerah provinsi t ipe C terdiri atas 1 (satu)
sekretariat dan pal ing banyak 2 (dua) inspektur pembantu.

B)Sekretari at ¢
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(6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas

2 (dua) subbagian.

Pasal 61
Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat
(1), ayat (3), dan ayat (5) membawahi jabatan fung sional yang

melaksanakan fungsi pengawasan.

Paragraf 4
Dinas Daerah Provinsi

Pasal 6 2
(1) Dinas Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat
dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) t erdiri atas
3 (tiga) subbagian.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 63
(1) Dinas Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat
dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ter diri atas
2 (dua) subbagian.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 6 4
(1) Dinas Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu)  sekretariat
dan paling banyak 2 (dua) bidang.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

2 (dua) subbagian.

(3) Bidang...
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(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 65

(1) Unit pelaksana teknis  dinas Daerah provinsi kelas A pada
dinas terdiri atas 1 (satu) sub  bagian tata usaha dan terdiri
atas paling banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan
fungsional.

(2) Unit pelaksana teknis  dinas Daerah provinsi kelas B pada
dinas terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha d an kelompok
jabatan fungsional.

(3) Susunan unit pelaks ana teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis

yang berbentuk satuan pendidikan dan rumah sakit.

Pasal 66
(1) Cabang dinas kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata
usaha dan paling banyak 2 (dua) seksi.
(2) Cabang dinas kelas B terdiri atas 1 (satu) subbagian tata
usaha.
Paragraf 5
Badan Daerah Provinsi
Pasal 6 7
(1) Badan Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat
dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
3 (tiga) subbagian.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
paling banyak 3 (tiga) subbidang.
Pasal 68...
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Pasal 6 8
(1) Badan Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat
dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
2 (dua) subbagian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 69
(1) Badan Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu)  sekretariat
dan paling banyak 2 (dua) bidang.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
2 (dua) subbagian.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) subbidang .

Pasal 70

Badan penghubung Daerah provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (7) terdiri atas 1 (satu) sub bagian tata usaha

dan paling banyak 3 (tiga) subbidang.
Pasal 71

(1) Unit pelaksana teknis  badan Daerah provinsi kelas A, pada
badan terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling

banyak 2 (dua) seksi se rta kelompo k jabatan fungsional.

(2) Unit...
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(2) Unit pelaksana teknis  badan Daerah provinsi  kelas B, pada
badan terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan

kelompok jabatan fungsional.

Pasal 7 2

Dinas  Daerah provinsi yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan bid ang pekerjaan umum dan penataan ruang,
Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang
menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari

ketentuan yang berlaku bagi dinas/ badan lai n.

Pasal 73

(1) Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan
Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang
menyelenggarakan fungsi  penunjang Urusan  Pemerintahan
bidang keuangan me mperoleh nilai 95 1 (sembilan ratus lima
puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh
lima) , Urusan P emerintahan tersebut  dapat diwadahi dalam 2
(dua) dinas/ badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di
atas 975 ( sembilan ratus tujuh puluh li ma) dapat diwadabhi

dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A.

(2) Dalam hal sudah dibentuk 2 (dua) dinas/ badan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan
penambahan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72

tidak berlaku.

Bagian ...
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Bagian Kedua

Susunan Organ isasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

3)

Paragraf 1

Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 7 4
Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas paling
banyak 3 (tiga) asisten
Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
paling banyak 4 (empat) bagian.
Bagian s ebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 75
Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas paling
banyak 3 (tiga) asisten
Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
paling banyak 3 (tiga) bagian.
Bagian sebagaimana dimaksud pada a vyat (2) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 76
Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas paling
banyak 2 (dua) asisten
Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) t erdiri atas
paling banyak 3 (tiga) bagian.
Bagian s ebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 77...
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Pasal 77
Pembagian tugas dan fungsi unit kerja pada sekretariat Daerah
kabupaten/kota dikelompokkan berdasark an Perangkat Daerah

yang dikoordinasikan  dan/ atau berdasarkan fungsi atau u nsur

manajemen tertentu.

Paragraf 2
Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 78

(1) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A terdiri atas paling
banyak 4 (empat) bagian.

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(3) Sekretariat DPRD kabupaten/kota  tipe B terdiri atas paling
banyak 3 (tiga) bagian.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) terdiri atas
paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(5) Sekretariat D PRD kabupaten/kota tipe C terdiri atas paling
banyak 3 (tiga) bagian.

(6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5 ) terdiri atas

paling banyak 2 (dua) subbagian.

Paragraf 3

Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 79
(1) Inspektorat Daerah kabupaten/kotatipe  Aterdiri atas 1 (satu)
sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
3 (tiga) subbagian.
(3) Inspektorat ...
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(3) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1
(satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur
pembantu.

(4) Sekretariat sebagaimana dimak sud pada ayat (3 ) terdiri atas
2 (dua) subbagian.

(5) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1
(satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) inspektur
pembantu.

(6) Sekreta riat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5) terdiri atas

2 (dua) subbagian.

Pasal 80
Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat
(1), ayat (3), dan ayat (5) membawahi jabatan fungsional yang

melaksanakan fungsi pengawasan.

Paragraf 4

Dinas Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 81
(1) Dinas Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu)
sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 8 2
(1) Dinas Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu)
sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.

(2) Sekretariat...
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(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
2 (dua) subbagian.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling

banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 8 3
(1) Dinas Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu)
sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) terdiri atas
2 (dua) subbagian.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tig a) seksi .

Pasal 84

(1) Unit pelaksana teknis pada dinas Daerah kabupaten/kota
kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan
kelompok jabatan fungsional.

(2) Unit pelaksana teknis pada dinas Daerah kabupaten/kota
kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan
fungsional.

(3) Susunan unit pelaksana teknis  sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi unit pelaksana tekn is
yang berbentuk satuan pendidikan, pusat kesehatan

masyarakat , dan rumah sakit.

Paragraf 5
Badan Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 85
(1) Badan Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu)
sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.

(2)Sekretari at ¢
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Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
3 (tiga) subbagian.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 86
Badan Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu)
sekretariat dan pal ing banyak 3 (tiga) bidang.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
2 (dua) subbagian.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tig a) subbidang .

Pasal 87
Badan Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu)
sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
2 (dua) subbagian.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) subbidang .

Pasal 88
Unit pelaksana teknis  pada badan Daerah kabupaten/kota
kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan
kelompok jabatan fungsional.
Unit pelaksana teknis  pada badan Daerah kabupaten/kota
kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan

fungsional.

Pasal

89eé
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Pasal 89
Dinas Daerah kabupaten/kota  yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan bidang  pekerjaan umum dan penataan ruang,
Urusan Pemerintahan bidang pertanian , serta badan yang
menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari

ketentuan yang berlaku bagi dinas/ badan lain .

Pasal 90

(1) Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan
Pemerintahan bidang pertanian, serta fungsi penunjang
Urusan Pem erintahan bidang keuangan ~ memperoleh nilai 951
(sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975
(sembilan ratus tujuh puluh lima) Urusan Pemerintahan
tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B,
dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (se mbilan ratus
tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan
tipe A.

(2) Dalam hal sudah dibentuk 2 (dua) dinas/ badan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ketentuan penambahan bidang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak berlaku.

Paragraf 6
Kecamatan
Pasal 91
(1) Kecamatan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling
banyak 5 (lima) seksi.
(2) Sekretariat...
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(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 92
(1) Kecamatan tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling
banyak 4 (empat) seksi.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian

Pasal 93
Kelurahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3

(tiga) seksi.

BAB VI
JABATAN PE RANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Jabatan Perangkat Daerah Provinsi

Pasal 94

(1) Sekretaris Daerah provinsi merupakan jabatan eselon Ib atau
jabatan pimpinan tinggi madya.

(2) Sekretaris DPRD provinsi , inspektur Daerah provinsi, asisten
sekretaris Daerah provinsi, kepala dinas Daerah provinsi ,
kepala badan Daerah provinsi, dan staf ahli gubernur
merupakan jabatan eselon lla atau jabatan pimpinan tinggi
pratama.

(3) Kepala biro sekretariat Daerah provinsi merupakan jabatan

eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama

4Sekretari seée
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Sekretaris i nspekt orat Daerah provinsi, inspektur pembantu |,
sekretaris dinas Daerah provinsi , sekretaris badan  Daerah
provinsi, kepala badan penghubung  Daerah provinsi, kepala
bagian, dan kepala bidang merupakanjabatan eselon Illa atau
jabatan administrator

Kepala cabang dinas Daerah provinsi kelas A, kepala unit
pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas A
merupakan jabatan  eselon Il b atau jabatan administrator.
Kepala subbagian, kepala seksi, kepala cabang dinas Daerah
provinsi kelas B, dan kepala unit pelaksana teknis  dinas dan
badan Daerah provinsi kelas B merupakan jabatan eselon|Va

atau jabatan pengawas.

Kepala subbagian pada cabang dinas Daerah provinsi kelas B
dan kepala subbagian pada u nit pelaksana teknis  dinas d an
badan Daerah provinsi  kelas B, serta kepala subbagian pada
satuan pendidikan provinsi merupakan jabatan  eselon Vb
atau jabatan pengawas.

Kepala unit pelaksana teknis  Daerah provinsi yang berbentuk
satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan .
Kepala unit pelaksanateknis  Daerah provinsi yang berbentuk
rumah sakit Daerah provinsi dijabat oleh dokter atau dokter
gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau

dokter gigi dengan diber ikan tugas tambahan.

Bagian é
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Bagian Kedua

Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 95

(1) Sekretaris Daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon

lla atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(2) Sekretaris DPRD kabupaten/kota , inspektur Daerah
kabupate n/kota, asisten sekretaris Daerah kabupaten/ kota,
kepala dinas Daerah kabupaten/kota, kepala badan Daerah
kabupaten/kota , dan staf ahli bupati/wali kota  merupakan

jabatan eselon llb atau jabatan pimpinan tinggi pratama

(3) Sekretaris i nspekt orat Daerah kabup aten/kota, inspektur
pembantu , sekretaris dinas Daerah  kabupaten/kota,
sekretaris badan Daerah kabupaten/kota , kepala bagian ,
serta camat merupakan jabatan  struktural eselon llla atau

jabatan administrator

(4) Kepala bidang pada dinas dan badan serta s ekretar is
kecamatan merupakan jabatan struktural eselon lllb atau

jabatan administrator.

(5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat
DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten/kota :
kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota ,
kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah
kabupaten/kota  kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta
kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa

atau jabatan pengawas.

B)Kepal aé
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Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah
kabupaten/kota kelas B, kepala subbagian pada u nit

pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian
pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada
kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan
pengawas.

Kepala u nit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang
berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional

guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan .

Kepala unit pelaksana teknis  Daerah kabupaten/kota yang
berbentuk rumah s akit Daerah kabupaten/kota dijabat oleh
dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat
fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas
tambahan.

Kepala u nit pelaksanateknis yang berbentuk pusat kesehatan
masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan

yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 96
Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan
Pasal 95, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana
dan jabatan fungsional
Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah .

Pasal

97e



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

=72 -

Pasal 97

(1) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan f ungsinya
telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional,
menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah
digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.

(2) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di
lingkungan Pemerintah  Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama,
perpindahan jabatan , promosi, dan penyesuaian sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Bagian Ke tiga
Pengisian Jabatan Perangkat Daerah

Pasal 98
(1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan .

(2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrator , dan jabatan
pengawas pada Perangkat Daerah  wajib memenuhi

persy aratan kompetensi:

a. teknis;
b. manajerial ; dan
c. sosial kultural.

(3) Selain memenuhi  kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki
jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi

pemerintahan.

MKompetensi é
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Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan
teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang

dibuktikan dengan sertifikasi

Kompetensi manajerial  sebagaimana dimaksud pa da ayat (2)
huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural

atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.

Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf ¢ diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan
masyarakat majemuk dal am hal agama, suku, dan budaya

sehin gga memiliki wawasan kebangsaan

Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah

nonkementerian setelah dikoordinasikan dengan Menteri.

Kompetensi pemerintah  an sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) ditetapkan oleh Menteri.

Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dibuktikan dengan sertifikasi

Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan

oleh suatu | embaga sertifikasi yang berwen ang
menyelenggarakan sertifikasi penyelenggara pemerintahan
dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -

undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi pemerintahan

diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal

99e
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Pasal 99

Pengisian ke pala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang -undangan.
Pasal 100
(1) Pembinaan pengisian jabatan pada Perangkat Daerah
dilaksanakan berdasarkan  sistem merit .
(2) Menteri melakukan pembinaan kepada Daerah dalam

(1)

(2)

pelaksanaan sistem merit pada Perangkat Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang -undangan .

BAB VII
PERANGKAT DAERAH BARU

Pasal 10 1

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah bagi Daerah
provinsi baru yang belum memiliki anggota DPRD , ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan
Menteri dan pertimbangan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan Urusan P emerintahan di bidang aparatur
negara.

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah bagi Daerah
kabupaten/kota baru yang belum memiliki anggota DPR D,
ditetapkan dengan Peraturan Bupati/ Wali kota setelah
mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat .

(3) Ketentuan...
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Ketentuan mengenai pembentukan , jenis, kriteria, tipelogi,
kedudukan, tugas, fungsi , susunan organisasi, dan jabatan
Perangkat Daerah pada Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sampai dengan Pasal 99 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap pembentukan  Perangkat Daerah provinsi baru dan
kabupaten/kota  baru sebagaimana dimaksud pada a yat (1)
dan ayat (2) .

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) terlaksana, Daerah induk wajib melakukan
penataan ulang Perangkat Daerah dengan menghitung
kembali intensitas Urusan P emerintahan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Pe merintah ini.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 10 2
Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan
tugasnya dapat dibantu staf ahli.
Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
gubernur atau bupati/wali kota dan secara administratif
dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah .
Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah
paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
Staf ahli gubernur dan bupati/wali kota diangkat dari pegawai

negeri s ipil yang memenuhi persyaratan.

(5) Pengangkatan é
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(5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli gubernur oleh

gubernur dan staf ahli bupati/wali kota oleh bupati/wali kota.

Pasal 10 3

(1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 2 bertugas
memberikan rek omendasi terhadap isu -isu strategis kepada

gubernur atau bupati/ wali kota sesuai keahliannya

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli
gubernur dan staf ahli bupati/ wali kota , dapat dibentuk 1
(satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membi dangi

urusan umum/tata usaha.

BAB IX
PEMETAAN URUS AN PEMERINTAHAN DAN NOMENKLATUR
Bagian Kesatu
Tujuan Pemetaan
Pasal 10 4

(1) Pemetaan  Urusan Pemerintahan  dilakukan  untuk
memperoleh informasi  tentang intensitas ~ Urusan
Pemerintahan Wajib dan potensi Urusan Pemerintahan
Pilihan serta beban kerja penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan.

(2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan untuk menentukan susunan dan

tipe Perangkat Daerah .

Bagi ane
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Bagian Kedua

Tata Cara Pemetaan

Pasal 10 5
Berdasarkan kriteria variabel sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Pemerintah Daerah menyusun rencana pemetaan
Urusan Pemerintahan dengan berkonsultasi kepada Menteri
dan  kementerian/lembaga pemerintah  nonkementerian
terkait .
Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan
penyusunan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kabupaten/kota di
lingkungan wilayah provinsi  nya.
Gubernur  selaku wakil Pemerintah Pusat mengintegrasikan
rencana pemetaan Urusan P emeritahan bagi kabupaten/kota
di wilayah provinsi nya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah
provinsi .
Gubernur menyampaikan rencana pemetaan Urusan
Pemerintahan yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) kepada Menteri.
Menteri menyampaikan rencana pemetaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada kementerian/lembaga
pemerintah nonkement erian untuk melaksanakan pemetaan
Urusan Pemerintahan.
Menteri dan kementerian/lembaga  pemerintah  non
kementerian melakukan pendampingan dan konsultasi
kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pemetaan

berdasarkan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal

106¢e
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Pasal 10 6

(1) Untuk membantu kelancaran pemetaan Urusan Pemerintahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (5), Menteri
mengembangkan  sistem informasi pemetaan  Urusan
Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah .

(2) Sistem  informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan
penentuan beban kerja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian dan Pemerintah  Daerah untuk
pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja

Perangkat Daerah .

Bagian Ketiga
Hasil Pemetaan

Pasal 10 7
(1) Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan ditentukan b erdasarkan
hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Daerah

provinsi dan Daerah kabupaten /kota setelah dikalikan dengan
faktor kesulitan geografis.
(2) Kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan dengan klasifikasi sebagai beri kut:

a. provinsi dan kabupaten di Jawa dan Bali dikalikan
1 (satu);

b. provinsi dan kabupaten di Sumatera, Kalimantan, dan
Sulawesi serta kota di seluruh wilayah dikalikan 1,1 (satu

koma satu) ;

C.provinsi e
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c. provinsi dan kabupaten di Nusa Tenggara dan Maluku

dikalikan 1,2 (satu koma dua) ;

d. provinsi dan kabupaten di Papua dikalikan 1,4  (satu koma
empat) ;
e. Daerah provinsi dan kabupaten/kota berciri  kepulauan

dikalikan 1,4 (satu koma empat) ;

f. kabupaten /kota di Daerah perbatasan darat Negara

dikalikan 1, 4 (satu koma empat) ; dan

g. kabupaten/kota di pulau -pulau terluar di Daerah

perbatasan dikalikan 1,5  (satu koma lima)

Dalam hal suatu Daerah masuk dalam 2 (dua) klasifikasi atau
lebih, Daerah dimaksud dapat memilih faktor kesulitan

geografis terbesar.

Perkal ian  hasil  perhitungan nilai  variabel  Urusan
Pemerintahan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota
dengan faktor kesulitan geografis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak berlaku bagi sekretariat DPRD, Urusan
Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/k  ota bidang
kearsipan dan persandian , Urusan Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota bidang kehutanan , serta bidang energi dan

sumber daya mineral.

Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh menteri/lkepala lembaga pemerintah
nonkementerian setelah mendapat kan rekomendasi dari

Menteri.

Pasal

108¢
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Pasal 10 8

(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah menggunakan hasil
pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 ayat (1) dalam penetapan kelembagaan,
perencanaan , dan penganggar an dalam penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah .

(2) Penggunaan hasil pemetaan untuk perencanaan dan
penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -

undangan.
(3) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
menggunakan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 7 ayat (5) untuk pembinaan teknis kepada Daerah

secara nasional.

Bagian Keempat

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 10 9

(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah menetap  kan
nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan
dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan

Pemerintahan tersebut.

2)Kementeri anée
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(2) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
menetapkan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah dan
unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) , sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
pendekatan fungsi pada setiap sub urusan dan kewen angan
dari Urusan Pemerintahan setelah berkoordinasi  dengan

Menteri.

(3) Menteri menetapkan pedoman nomenklatur dan unit kerja
sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat , unit
pelayanan terpadu satu pintu, badan , serta nomenklatur dan
unit kerja dina s yang melaksanakan  Urusan Pemerintahan
yang di selenggarakan oleh  lebih  dari 1 (satu)

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 110
(1) Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah
provin si dilakukan oleh Menteri.
(2) Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah
kabupaten/ kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat .

Pasal 11 1
(1) Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dilaksanakan
dengan  menerapkan  prinsip  koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, dan simplifikasi dalam penataan Perangkat
Daerah .

2)Pembi naané
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(2) Pembinaan penataan  Perangkat Daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. struktur organisasi;

b. budaya organi sasi; dan

c. inovasi organisasi

Pasal 11 2

(1) Menteri melakukan penilaian kepada Perangkat Daerah
provinsi  dan gubernur melakukan penilaian kepada
Perangkat Daerah kabupaten/ kota yang memiliki inovasi

dalam penataan dan pengelolaan organisasi.

(2) Penghargaan terh adap hasil penilaian kepada Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan oleh

Menteri pada Hari Otonomi Daerabh.

Pasal 11 3
Dalam hal perangkat gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat
belum terbentuk , pembinaan dan pengendalian penataan
Perangkat Daerah kabupaten/ kota dilakukan oleh gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh P erangkat Daerah
yang melaksanakan fungsi pembinaan kelembagaan Perangkat

Daerah .

Pasal 11 4
(1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi pena taan

Perangkat Daerah.

(2) Dalam...
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(2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) , Menteri berkoordinasi dengan
menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di

bidang aparatur negara.

Pasal 11 5

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai  pembinaan dan
pengendalian penataan Perangkat Daerah diatur d alam
Peraturan Menteri .

(2) Peraturan Menteri  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparat  ur

negara.

BAB XI
HUBUNGAN ANTARA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 11 6

(1) Perangkat Daerah provinsi  melaksanakan  Urusan
Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi dan
melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada
Daerah provinsi.

(2) Perangkat Daerah kabupaten/ kota melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah
kabupaten/kota dan melaksanakan Tugas Pembantuan yang

diberikan kepada Daerah kabupaten/kota.

3)Dal ame
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Dalam melaksanakan Urusan Pem erintahan dan Tugas
Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2), hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat
Daerah kabupaten/ kota bersifat koordinatif dan fungsional
untuk men yinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing -
masing Perang kat Daerah .

Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. sinkronisasi data;

b. sinkronisasi sasaran dan program; dan

c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB XIlI
KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 117
Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang
menyel enggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan
peraturan perundang -undangan mengenai penanggulangan
bencana.
Peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas,
struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang
menyelenggarakan sub urusan ben cana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri .
Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan  setelah mendapat pertimbangan tertulis dari
menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di

bidang aparatur negara.

Pasal 118...
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Pasal 118

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi
Daerah yang memiliki status  istimewa atau otonomikhusus,
sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan
perundang -undangan Daerah istim ewa atau khusus

Ketentuan mengenai Perangkat Daerah bagi Daerah yang
berstatus istimewa atau khusus , diatur dengan Peraturan
Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri
yang menyelenggarakan Urusan P emerintahan di bidang

aparatur negara

Pasal 119

Urusan Pemerintahan  Daerah yang penyediaan aparaturnya
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, aparatur Pemerintah
Pusat tersebut bekerja pada dinas.

Aparatur Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), secara operasional berada di bawah dinas dan secara
administrasi berada di bawah kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian yang bersangkutan.

Belanja pegawai bagi aparatur Pemerintah Pusat dibeban kan
pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan
biaya operasional untuk melaksanakan tugas dibebankan
pada anggaran dinas.

Penilaian kinerja aparatur Pemerintah Pusat yang bekerja
pada di nas dilakukan oleh kementerian/ lembaga pemerintah

nonkementerian berdasarkan rekomendasi dari kepala dinas.

Pasal

120e
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Pasal 120

(1) Dalam r angka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan
kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah
secara bertahap menerapkan sistem informasi yang
terintegrasi antar  kabupaten/kota, provinsi, dan Pemerintah
Pusat dengan menggunakan infrastr ukturdan aplikasi secara
berbagi pakai .

(2) Penerapan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikonsultasikan kepada kementerian yang
menyelen ggarakan  Urusan P emerintahan di  bidang

komunikasi dan informatika.

BAB Xl

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121
Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (9) dan Pasa | 95

ayat (8) serta pengisian jabatan kepala pusat kesehatan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (9)
sebagai jabatan fungsio nal, dilaksanakan paling lambat 2 (dua)

tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

Pasal 122

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini  mulai berlaku , seluruh
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang kesatuan  bangsa dan p oliti k, tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan
perundang -undangan mengenai pelaksanaan  urusan
pemerintahan umum diundangkan.

(2)Anggar ane



RN

7

R

Dy, L2

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-87 -

(2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  di bidang
kesatuan bangsa dan politi k sebagaimana dimaksu d pada
ayat (1) dibebankan pada A nggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sampai dengan peraturan perundang -undangan
mengenai  pelaksanaan urusan pemerintahan umum

diundangkan.

Pasal 12 3
Perangkat Daerah provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan
pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh kabupaten/kota sampai dengan terbentuknya

perangkat gubernur  sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12 4

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai  berlaku, untuk
pertama kali, penetapan pedoman nomenklatur Perangkat
Daerah oleh kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian dan  pelaksanaan pemetaan  Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
diselesaikan p aling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak
Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(2) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk
pertama kali, Perda pembentukan Perangkat Daerah dan
pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja
pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam)

bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini di undangkan.

3)Dal amé
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(3) Dalam hal pedoman nomenklatur Perangkat Daerah belum
ditetapkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), kepala Daerah dapat menetapkan nomenklatur

Perangkat Daerah dengan Perkada.

(4) Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada
Perangkat Daerah sebagaimanadimaksud padaayat( 2), untuk
pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat
yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang
akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan

kualifikasi dan kompetensi jabatan .

(5) Dalam hal hasil pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, untuk pertama kali,
Daerah dapat menetapkan Perda tentang pembentukan
Perangkat Daerah tanpa menunggu penetapan hasil

pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

Pasal 12 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 12 6

Peraturan Pemerintah ini  mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar é
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan  Pemerintah ini dengan

penempatann ya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2016

MENTERI HUKUM D AN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah,
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PERANGKAT DAERAH

UMUM

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat
Daerah , yakni den gan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran ( rightsizing )
berdasarkan beban kerja  yang sesuai dengan kondisi nyata di masing -
masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi
Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif , dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi
pembe ntukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala
Daerah ( strategic apex ), sekretari s Daerah ( middle line ), dinas Daerah
(operating core ), badan/fungsi penunjang ( technostructure ), dan staf
pendukung (supporting staff ). Dinas Daerah merupa kan pelaksana
fungsi inti  (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai
pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan
mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintah  an yang diserahkan kepada
Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pi lihan . Badan Daerah
melaksanakan fungsi penunjang ( technostructure ) yang melaksanakan
tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan
fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan fungsi inti  (operating core).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai
dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang

diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasa rkan pada asas efisiensi,
efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata ker jayang jelas,
fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah,

dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daer ah
yang terdiri dari unsur staf , unsur pelaksana, dan unsur penunjang.

Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD.
Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah
diwadahi dalam dinas Daerah.

unsur ...
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Unsur p elaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
diwadahi dalam badan Daerah . Unsur penunjang yang khusus
melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu , pada
Daerah kabupaten/kota  dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah
yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi
kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan
intensitas tinggi

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat d an
camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada

kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah
dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian
administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas
pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan,
sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan

camat atau nama lain kepada kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan
Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan
Pemerintah an Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan
Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan
dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan
dengan p elayanan dasar .

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat

dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat
Daerah mengelola unsur manajemen yang melip uti sarana dan
prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi
manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
pengoordinasian,  penganggaran, pengawasan, penelitian  dan
pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan
substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas
wilayah , jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran

beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan
kepada Daerah sebag ai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap
Daerah melalui Perangkat Daerah.

Peratur ané
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Peraturan Pemerintah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga)
tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A ;

sekretariat Daer ah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B ; dan
sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C ; dinas tipe
A, dinas tipe B, dan dinas tipe C  ; badan tipe A, badan tipe B, dan badan

tipe C ; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan ti pe A dan

kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada
perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja

terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi

jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah ang garan pendapatan dan
belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan
variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80%
(delapan puluh persen). Pada tiap -tiap variabel, baik variabel umum
maupun variabel teknis  ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala
nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) .

Pemerintahan  Daerah  memprioritaskan  pelaksanaan Urusan
Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar , agar
kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi s ecara optimal . Oleh

karenaitu , Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan
wajib berkaitan dengan  pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas
utama minimal tipe C.

Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan
Pemerintah ini dima ksudkan dalam rangka penerapan koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor,
sehingga masing -masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma
dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Menteri atau gubernur
selaku w akil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda tentang
pembentukan Perangkat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat
Daerah, Pemerintah Pusat mela kukan fasilitasi melalui asistensi,
pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja
sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara
optimal dalam kerangka Nega ra Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah i ni memberikan arah dan pedoman yang jelas
kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif,
dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah
masing -masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi se rta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

1. PASAL
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PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan a s a ®rusan Pemer intahan yang menjadi
kewenangan Daerah ¢ adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk
untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas
otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan a s a mtengitas Urusan Pemerintaha n dan
potensi Daerah 6 adala h penentuan jumlah dan susunan Perangkat
Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan
suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk
mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan a s a sefisiensié adalah pembentukan
Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat
daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh

Huruf d

Yang dimaksud dengan a s a sfektivitas 6 adalah pembentukan
Perangkat Daerah harus  berorientasi pada tujuan yang tepat guna
dan berdaya guna .

Huruf e

Yang dimaksud dengan a s a emioagian habis tugas 0 adalah
pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan
fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah
dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi ya ng dibebankan pada
lebih dari satu Perangkat Daerabh.

Huruf f

Yang di maksud dengan as@alalab rpenertuanng Kk er
jumlah P erangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat
Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja
bawahan .
Huru fg

Yang dimaksud dengan asastaba kerj a yang ] el &
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada

Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas , baik

vertikal maupun horizontal.

Hurufh é



Huruf h

Yang dimaksud dengan
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Dy, L2

asas fleksibilitas ¢ adalah penentuan tugas

dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah

memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi
diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang
setelah Peraturan Pemerintah ini diteta

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan

Urusan

yang

-undangan

omembina dan mengawasi pelaksanaan
Pemer i nt amembida dandnehgaviasi seluruh
Perangkat Daerah.

Ayat (5) é



Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan
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amelekat pada dinas Daerah provinsi yang

melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal
adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan penanaman
modal se kaligus menjadi kepala unit pelayanan terpadu satu pintu.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal

0

18¢
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Pasal 18
Ayat (1)

Masing -masing Ur usan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam
1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka penanganan
urusan secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam
jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan
standar kompetens i yang diperlukan dalam melaksanakan Urusan
Pemerintahan tersebut, namun apabila intensitas Urusan Pemerintahan
tersebut sangat kecil (perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat
ratus)), penyelenggaraan fungsi urusan tersebut digabung dengan
Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan karakteristik Urusan
Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan  &ipelogi dinas hasil penggabungan Urusan
Pemerintahan 6 adalah Urusan Pemerintahan yang berdasarkan
perhitungan nilai variabel dapat dibentuk 1 (satu) bidang, digabungkan
dengan dinas tipe C atau tipe B, maka tipelogi dinas hasil
penggabungan Urusan Pemerintahan tersebut dapat dinaikkan 1 (satu)
tingkat. Sedangkan apabila Urusan Pemerintahan tersebut digabungkan
dengan dinas tipe A, maka dinas tersebut menjadi tipe A dengan 5 (lima)
bidang.
Ayat (7)
Dengan ketentuan ini, no menklatur dinas yang digunakan setelah
penggabungan adalah nomenklatur dinas utama, sedangkan Urusan

Pemerintahan yang bergabung diuraikan dalam tugas dan fungsi bidang
atau seksi pada dinas dimaksud.

Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 19
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Pasal 19
Ayat (1)
Yang di mak s u d&egidtenrnegnis operasional 06adalah kegiatan

teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan
masyarakat .

Yang di maksud d e ntgkuis pedukjang terertua no6 adalah
kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimak s ud dengan omenteri terkaitéd a
membidangi Urusan Pemerintahan yang dilaksan akan oleh unit
pelaksana teknis dinas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Yang di mak s u dunitdomanigasirbersifat fungsional 6 adal ah
unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 226¢
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Ayat (1)
Yang dimaksud dengan oPerangkat Daer ah yang m
Urusan Pemer i nt ahan bi da radplahp Renadgkat Dderam 6

yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan , Sub

urusan manajemen pendidikan yang terkait dengan kewenangan
pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus

Yang dimaksud dengan oUrusan Pemerintahan y a
diotonomikank epada Daerah provinsi o adal ah U]

bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral
dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas .

Ayat (3)

Cukup jelas .

Ayat (4)

Cukup jelas .

Ayat (5)

Cukup je las.

Ayat (6)

Cukup jelas .

Ayat (7)

Cukup jelas .

Ayat (8)
Yang di maksud dengan omenter. terkait

Pasal 23

membidangi Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh cabang
dinas.

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang di mak s udundglire penanjang @&Jrusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah p r o v i adalaho satuan kerja
Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi organisasi
Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan,
keuangan, kepegawaian, p enelitian dan pengembangan, pendidikan
dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undanga n.

Ay at

(2) é
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas .

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Pasal 25

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Masing -masing  fungsi  penunjang penyelenggaraan  Urusan
Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja
Perangkat Dae rah agar fungsi penunjang tersebut dapat
terselenggara secara optimal yang didukung oleh sumber daya
manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai
berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam
melaksanakan fungsi penunjang penye lenggaraan Urusan
Pemerintahan tersebut, namun apabila beban kerja sangat kecil
(perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat ratus)) maka
penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut,
digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki k edekatan
karakteristik fungsi penunjang Urusan Pemerintahan atau memiliki
keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4) é
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Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Dalam hal fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
digabung dengan 2 (dua) fungsi, maka tipelogi badan ditentukan
berdasarkan jumlah bidang dari perhitungan nilai variabel fungsi

penunjang tersebut. Apabila jumlah bidang setelah penggabung an 2
(dua) bidang, tipeloginya adalah tipe C. Apabila jumlah bidang setelah
penggabungan 3 (tiga) bidang, tipeloginya adalah tipe B , dan apabila

jumlah bidang setelah penggabungan 4 (empat) bidang atau lebih,

tipeloginya adalah tipe A.

Yang dimaksuddenga n o0j uml ah bidang setelah has
adalah jumlah bidang pada badan yang berdiri sendiri ditambah

dengan bidang atau seksi dari fungsi  penunjang Urusan
Pemerintahan yang tidak bisa berdiri sendiri.

Ayat (6)
Dengan ketentuan ini, nomenklatur badan yang digunakan setelah

penggabungan adalah nomenklatur badan utama, sedangkan fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan yang bergabung diuraikan dalam
tugas dan fungsi bidang atau seksi pada badan dimaksud.

Pasal 28
Ayat (1)
Yang di mak s u degidtenntgkaisioparasional ¢adalah kegiatan
teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan
masyarakat .

Yang di mak s u ckegdtann tgkamiga perdunjang tertentu 6 adalah
kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (2)

Cukup | elas.
Ayat (3)

Cukup jelas .
Ayat (4)

Cukup jelas .
Ayat (5)

Cukup jelas .

Pasal 29¢6¢



Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup j elas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan
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omelekat pada dinas Daerah kabupaten/kota

yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal

adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan

penanaman

modal sekaligus menjadi kepala unit pelayanan terpadu satu pintu.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal

40¢€



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 40
Ayat (1)

Masing -masing Urusan Pemerint ahan pada prinsipnya diwadahi dalam

1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka penanganan
urusan secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia
dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan
standar kompetensi yang diperl ukan dalam melaksanakan Urusan
Pemerintahan  tersebut, namun apabila intensitas Urusan
Pemerintahan tersebut sangat kecil (perhitungan nilai variabel di
bawah 400 (empat ratus)) maka penyelenggaraan fungsi urusan
tersebut digabung dengan Perangkat Daerah ya ng memiliki kedekatan
karakteristik Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi
dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tersebut

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas .

Ayat (4)
Cukup jelas .

Ayat (5)
Cukup jelas .

Ayat (6)
Yang dimaksud d engan dipelogi dinas hasil penggabungan Urusan
Pemerintahan 6 adalah Urusan Pemerintahan yang berdasarkan
perhitungan nilai variabel dapat dibentuk 1 (satu) bidang,
digabungkan dengan dinas tipe C atau tipe B, maka tipelogi dinas
hasil penggabungan Urusan  Pemerintahan tersebut dapat dinaikkan
1 (satu) tingkat. Sedangkan apabila Urusan Pemerintahan tersebut

digabungkan dengan dinas tipe A, maka dinas tersebut menjadi dinas
tipe A dengan 5 (lima) bidang.

Ayat (7)

Dengan ketentuan ini, nomenklatur dinas yang digunakan setelah
penggabungan adalah nomenklatur dinas utama, sedangkan Urusan
Pemerintahan yang bergabung diuraikan dalam tugas dan fungsi
bidang atau seksi pada dinas dimaksud.

Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9) é
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Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 41

Ayat (1)

Yang di mak s u degidtannegnis operasional &éadalah kegiatan
teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan
masyarakat .

Yang di mak s u ckegadtann tgkaniga perdunjang tertentu 6 adalah
kegiatan un tuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimak s ud dengan oment eri terkaitéd a

membidangi Urusan Pemerintahan yang dilaksanak an oleh unit
pelaksana teknis dinas.

Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Yang di mak s u dunitdmanigasirbersifat fungsional 6 adal ah uni
organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas .
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48 é
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Pasal 48
Ayat (1)

Masing -masing fungsi penunjang Urusan Pemerintahan pada
prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah
dalam rangka penanganan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
secara optimal yan g didukung oleh sumber daya manusia dalam
jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan
standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan tersebut, namun apabila intensitas
fungsi penunjang Urusan P  emerintahan tersebut sangat Kkecil
(perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat ratus)), maka
penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut
digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan
karakteristik fungsi penunjang Urusan Pem erintahan atau memiliki
keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan fungsi penunjan g Urusan
Pemerintahan tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas .

Ayat (4)
Cukup jelas .

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan caipelogi badan Daerah kabupaten/kota  hasil
penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 6 adalah
sesuai dengan jumlah bidang setelah penggabungan. Apabila 3 (tiga)
bidang menjadi tipe B dan apabila jumlah bidang lebih dari 3 (tiga)
menjadi tipe A.

Ayat (6)

Cukup jelas .
Pasal 49
Ayat (1)

Yangdi mak s ud dkegrmtgrateknisioperasional 6éadalah kegiatan
teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan

masyarakat .
Yang di maksud de ntgknis pedukjang terertua n 6 adalah
kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi indu knya.

Ayat (2) é
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas .

Pasal 51

Cukup jelas .

Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53

Cukup jelas .

Pasal 54

Cukup jelas .

Pasal 55

Cukup je las.

Pasal 56

Cukup jelas .

Pasal 57

Cukup jelas .

Pasal 58

Cukup jelas .

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

- 16 -

Pasal

62¢e



Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas.
Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.
Pasal 68

Cukup jelas.
Pasal 69

Cukup jelas.
Pasal 70

Cukup jelas.
Pasal 71

Cukup jelas.
Pasal 72

Cukup jelas.
Pasal 73

Cukup jelas.
Pasal 74

Cukup jelas.
Pasal 75

Cukup jelas.
Pasal 76

Cukup jelas.
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Pasal
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Pasal 77

Cukup jelas.
Pasal 78

Cukup jelas.
Pasal 79

Cukup jelas.
Pasal 80

Cukup jelas.
Pasal 81

Cukup jelas.
Pasal 82

Cukup jelas.
Pasal 83

Cukup jelas.
Pasal 84

Cukup jelas.
Pasal 85

Cukup jelas.
Pasal 86

Cukup jelas.
Pasal 87

Cukup jelas.
Pasal 88

Cuku p jelas.
Pasal 89

Cukup jelas.
Pasal 90

Cukup jelas.
Pasal 91

Cukup jelas.
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Pasal
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Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)

Yang di maksud dengan opejabat fungsi onas
adalah termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang
menduduki jabatan fungsional dokter dan dokter gigi.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) é
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Yang di maksud dengan opejabat fungsi onas
adalah t ermasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang

menduduki jabatan fungsional dokter dan dokter gigi.
Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.
Pasal 97

Cukup jelas .
Pasal 98

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud d engan Okompetensi pemeri nt ahe
kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan
kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan
Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan Daerah,

Urusan Pemerintahan yang menj  adi kewenangan Daerah, hubungan
Pemerintah Daerah dengan DPRD , serta etika pemerintahan.

Ayat (4) é
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Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Pasal 99

Yang di maksud dengan Oketentuamdpegahadr :
adalah Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dan peraturan perundang -undangan mengenai aparatur sipil

negara.
Pasal 100

Cukup jelas.
Pasal 101

Cukup jelas.
Pasal 102

Cukup jelas.
Pasal 103

Cukup jelas.
Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105é
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Pasal 105

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksu d dengan ordeyanpakan rencana pemetaan
kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkement erian untuk
mel aksanakan pemet aan Ur usdalah NMeamtarie r i nt ¢
memfasilitasi dan mengoordinasikan pertemuan P emerintah Daerah
provinsi dan kabupaten/kota dengan kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian untuk melaksanakan verifikasi data dari
kabupaten/kota masing -masing dengan menggunakan sistem

informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban
kerja Perangkat Daerah.

Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 106
Ayat (1)
Yang di maksud igleenn mpfarmasi @emetaan Urusan
Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah 6 adalah
sistem informasi yang digunakan secara bersama -sama oleh

pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan Pemerintah

Pusat untuk mengintegrasikan pemetaan Urusan Pemerintahan
dengan kelembagaan dan kepegawaian Perangkat Daerah, yang
antara lain meliputi peta Urusan Pemerintahan, indikator, bobot,
interval , tata cara perhitungan skor intensitas urusan dan besaran
kelemba gaan Perangkat Daerah, peta jabatan, jumlah pemangku
jabatan dan persyaratan kompetensi yang diperlukan , serta data lain
yang diperlukan dalam pembinaan dan pengendalian kelembagaan

dan kepegawaian Perangkat Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 107¢é
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Pasal 107

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g

Yang di maksud dengan OKkapulapterluan/ kot a
di Daer ah per ba tkabgpateniotaayahg bedokasi
di pulau -pulau terluar wilayah laut perbatasan negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) é
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Ayat (2)

Huruf a
Pembinaan struktur organisasi dilaksanakan untuk memastikan
kesesuaian struktur dengan beban kerja organisasi.

Huruf b
Pembinaan budaya organisasi dilaksanakan untuk
meningkatka n etos dan kinerja organisasi.

Huru fc
Pembinaan inovasi organisasi dilaksanakan untuk mendorong

organisasi menyediakan seluruh sumber daya dan sistem kerja
yang efektif dan efisien

Pasal 112

Cukup jelas .
Pasal 113

Cukup jelas .
Pasal 114

Cukup jelas .
Pasal 115

Ayat (1)

Materi muatan Peratu ran Menteri memerhatikan dan menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan kebijakan yang
ada pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)
Cukup jelas .

Ayat (2)
Cukup jelas .

Ayat (3)

Yang di maksud dengan obersifat koordine
hubungan kerja dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah
kabupaten/ kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang
sama.
Ayat (4) é
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Ayat (4)
Cukup jelas .

Pasal 117

Cukup jelas .
Pasal 118

Cukup jelas .
Pasal 119

Cukup jelas .
Pasal 120

Ayat (1)

Yang di mak s udinfraseuktyr alan aplikasi secara berbagi
pakai 6 a d a infaaktruktur dan aplikasi teknologi informasi yang
dikemb angkan dan diselenggarakan secara terintegrasi untuk
dipergunakan bagi seluruh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat
Daerah kabupaten/kota beserta kementerian/lembaga pemerintah
non kementerian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.
Pasal 122

Cukup jelas.
Pasal 123

Cukup jelas.
Pasal 124

Cukup jelas.
Pasal 125

Cukup jelas.
Pasal 126

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5887
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PERANGKAT DAERAH

PERHITUNGAN VARIABEL UMUM DAN VA RIABEL TEKNIS
PEMETAAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENENTUAN BEBAN
KERJA PERANGKAT DAER AH

I. INDIKATOR PEMETAAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH P EMERINTAH PROVINSI

A. VARIABEL UMUM

SKALA BOBOT
NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 | Jumlah penduduk (Jiwa)
a. 02.000.000 200 20
b. 2.000.001 & 4.000.000 400 40
c. 4.000.001 ¢ 6.000.000 600 10 60
d. 6.000.001 & 8.000.000 800 80
e. >8.000.000 1.000 100
2 | Luas wilayah (Km 2)
a. O 600 200 10
b. 6010 1.200 400 5 20
c. 1.20161.800 600 30
d. 1.801 0 2.400 800 40
e. >2.400 1.000 50
3 | Jumlah APBD (Rp)
a. O 2.000.000.000. 200 10
b. 2.000.000.000.001 &
4.000.000.000.000 400 20
c. 4.000.000.000.001 o S
6.000.000.000.000 600 30
d. 6.000.000.000.001 &
8.000.000.000.000 800 40
e. >8.000.000.000.000 1.000 50
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B. VARIABEL TEKNIS

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SKALA BOBOT

NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 |Jumlah anak wusia pendidikan

menengah

a0 29.000 200 70

b. 29.001 9 125.000 400 35 140

c. 125.001 & 250.000 600 210

d. 250.001 8375.000 800 280

e. >375.000 1.000 350
2 Jumlah anak usia sekolah

berkebutuhan khusus

a. 0700 200 30

b. 7016 1.401 400 15 60

c. 1.402 ¢ 3.400 600 90

d. 3.401 85.400 800 120

e. >5.400 1.000 150
3 Jumlah kurikulum muatan lokal

pendidikan menengah dan

pendidikan khusus

a. 0 2 200 30

b. 3 85 400 60

c. 608 600 15 90

d. 90611 800 120

e. >11 1.000 150
4 | Jumlah satuan pendidikan

menengah dan pendidikan khusus

yang diseleng garakan oleh

masyarakat

a. 095 200 30

b. 96 0191 400 60

c. 192 6375 600 15 90

d. 376 8500 800 120

e. >500 1.000 150
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B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SKALA BOBOT
NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 | Jumlah pendudu k (Jiwa)
a.0 600.000 200 140
b. 600.001 & 1.200.000 400 280
c. 1.200.001 06 3.500.000 600 70 420
d. 3.500.001 86.000.000 800 560
e. >6.000.000 1.000 700
2 Kepadatan penduduk (Jiwa/Km 2)
a. >550 200 20
b. 401 6550 400 40
c. 251 0400 600 10 60
d. 51 6 250 800 80
e. 0O 50 1.000 100

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA[ (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 Panjang drainase yang terhubung
dengan sungai yang menjadi
kewenangan provinsi ( Km)
a0 150 200 10
b. 151 6300 400 20
c. 301 6450 600 5 30
d. 45106600 800 40
e. >600 1.000 50
2 Jumlah permukiman pada kawasan
strategis Daerah provinsi
a0 100 200 6
b. 101 6 200 400 12
c. 201 06300 600 3 18
d. 301 0400 800 24
e. >400 1.000 30
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SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
3 Panjang garis pantai pada wilayah

sungai kewenangan provinsi yang

berisiko abrasi terhadap sarana dan

prasarana publik (Km)

a. 0O 280 200 4

b. 281 8570 400 8

c. 571 0860 600 2 12

d. 861 01.150 800 16

e. >1.150 1.000 20
4 | Total luas daerah irigasi teknis yang

luas masing -masing daerah

irigasinya  antara 1.000 - 3.000

hektar (Ha)

a0 1.300 200 24

b. 1.301 ¢62.700 400 48

c. 2.701 64.100 600 12 72

d. 4101 65.500 800 96

e. >5.500 1.000 120
5 | Jumlah desa rawan airyangd ilayani

dengan sumber air baku dan

jaringannya lintas kabupaten/kota

a0 20 200 6

b. 21 040 400 12

c. 41 060 600 3 18

d. 61 680 800 24

e. >80 1.000 30
6 |Jumlah fasilitas pengelolaan air

limbah pada sistem pengelolaan

limbah regional (unit)

a. 0 2 200 4

b. 305 400 8

c. 607 600 2 12

d. 8 010 800 16

e. >10 1.000 20




w3

PRESIDEN

Dy, L2

REPUBLIK INDONESIA

-5-
SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
7 Luas cakupan layanan Sistem

Pengelolaan Air Limbah (SPAL) pada

sistem pengelolaan limbah regional

(Ha)

a0 2.200 200 6

b. 2.201 64.400 400 12

c. 4401 66.600 600 3 18

d. 6.601 ¢ 8.800 800 24

e. >8.800 1.000 30
8 | Jumlah bangunan gedung yang

ditetapkan berfungsi strategis

Daerah provinsi (unit)

a. O 8 200 6

b. 9616 400 12

c. 170624 600 3 18

d. 25 632 800 24

e. >32 1.000 30
9 Luas kawasan permukiman di

kawasan strategis Daerah provinsi

(Ha)

a0 700 200 10

b. 701 6 1.400 400 20

c. 1.401 ¢62.100 600 5 30

d. 2.101 ¢ 2.800 800 40

e. >2.800 1.000 50
10 | Panjang jalan yang menjadi

kewenangan provinsi sesuai

keputusan gubernur tentang status

jalan (Km)

a0 500 200 46

b. 501 ¢ 1.000 400 92

c. 1.001 ¢61.500 600 23 138

d. 1.501 ¢ 2.000 800 184

e. >2.000 1.000 230
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SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
11 | Panjang sungai lintas kabupaten/
kota dalam satu provinsi (Km)
a0 9.700 200 10
b. 9.701 & 19.000 400 20
c. 19.001 06 29.000 600 5 30
d. 29.001 0438.000 800 40
e. >38.000 1.000 50
12 | Jumlah kapasitas tampungan air
(waduk, embung, situ, dan
tampungan air lainnya) yang
merupakan satu kesatuan sistem
dengan sungai lintas
kabupaten/kota (jutam  3)
a0 100 200 4
b. 101 6 200 400 8
c. 201 0300 600 2 12
d. 301 6400 800 16
e. >400 1.000 20
13 | Jumlah kawasan strategis provinsi
berdasarkan RTRW provinsi
a. O 6 200 10
b. 7012 400 20
c. 13018 600 5 30
d. 19 624 800 40
e. >24 1.000 50
14 | Jumlah  kabupaten/kota dalam
wilayah provinsi
a. 0 3 200 10
b. 4 67 400 20
c. 8010 600 5 30
d. 11614 800 40
e. >14 1.000 50
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SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
15 | Prosentase kesesuaian penggunaan
lahan dengan rencana tata ruang
berdasarkan neraca penggunaan
tanah (persen)
a0 20 200 4
b. 21 040 400 8
c. 41360 600 2 12
d. 61 d80 800 16
e. >80 1.000 20
D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
SKALA BOBOT
NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 | Jumlah total luas kawasan
permukiman kumuh dengan luas 10
(sepuluh) ha sampai dengan 15 (lima
belas) ha (satuan ha)
a0 80 200 40
b. 81 0250 400 80
c. 251 8500 600 20 120
d. 501 61.000 800 160
e. >1.000 1.000 200
2 Luas total kawasan permukiman
(Ha)
a. 050. 000 200 78
b. 50.001 6 100.000 400 156
c. 100.001 9 500.000 600 39 234
d. 500.001 ©1.000.000 800 312
e. >1.000.000 1.000 390
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SKALA BOBOT

NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
3 Jumlah rata -rata sertifikasi dan

registrasi bagi perencana

perumahan dan permukiman

dengan kemampuan menengah pe r

tahun selama lima tahun terakhir

(orang)

a.0 160 200 2

b. 161 06330 400 4

c. 331 6490 600 1 6

d. 491 6660 800 8

e. >660 1.000 10
4 Indeks risiko bencana provinsi

a0 50 200 10

b. 51 6100 400 20

c. 101 o 150 600 5 30

d. 151 6200 800 40

e. >200 1.000 50
5 | Jumlah jenis potensi bencana d i

wilayah provinsi

a. 0 5 200 10

b. 608 400 20

c. 9011 600 5 30

d. 12 614 800 40

e. >14 1.000 50
6 | Jumlah rumah yang terkena relokasi

program Pemerintah Daerah provinsi

berdasarkan rencana tata ruang

(unit)

a.0 450 200 20

b. 451 6900 400 40

c. 901 01.300 600 10 60

d. 1.301 6 1.800 800 80

e. >1.800 1.000 100
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E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

E.1. SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SKALA BOBOT
NO | INDIKATOR & KELAS INTERVA L NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 Jumlah wilayah sasaran patroli Pol
PP provinsi
a. O 100 200 30
b. 101 6200 400 60
c. 201 0300 600 15 90
d. 301 6400 800 120
e. >400 1.000 150

2 | Jumlah aset statis Pemda provinsi
yang menjadi penjagaan tetap Pol PP

provinsi

a. 0 10 200 30
b. 11 630 400 60
c. 31050 600 15 90
d. 51870 800 120
e. >70 1.000 150

3 |Jumlah rata -rata kegiatan kepala
daerah dan wakil kepala daerah

bersama tamu kategori VIP/VVIP per

tahun dalam lima tahun terakhir

a. O 10 200 30
b. 113 20 400 60
c. 21 840 600 15 90
d. 41 860 800 120
e. >60 1.000 150

4 | Jumla h seluruh Peraturan Daerah
provinsi yang mempunyai sanksi
baik pidana maupun administratif
yang masih berlaku




*\':‘Q("E’G!
7,
¥

2‘>>< il

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 10 -
SKALA BOBOT
NO | INDIKATOR & KELAS INTERVA L NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
a0 10 200 60
b. 11 630 400 120
c. 31 060 600 30 180
d. 61 690 800 240
e. >90 1.000 300
5 Jumlah seluruh Peraturan Gubernur
yan g masih berlaku
a O 40 200 10
b. 41 680 400 5 20
c. 8106120 600 30
d. 121 0160 800 40
e. >160 1.000 50
E.2. SUB URUSAN KEBAKARAN
SKALA BOBOT
NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 Indeks risiko kebakaran provinsi
a. 0 50 200 60
b. 51 6100 400 30 120
c. 1010 150 600 180
d. 151 & 200 800 240
e. >200 1.000 300
2 Jumlah Rencana Induk Sistem
Proteksi Kebakaran di kabupaten
/kota dalam wilayah provinsi
a0 15 200 60
b. 16 6 30 400 120
c. 31 645 600 30 180
d. 46 060 800 240
e. >60 1.000 300
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SKALA BOBOT

NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
3 | Jumlah anggota Linmas dalam

wilayah Provinsi (orang)

a0 10.000 200 40

b. 10.001 9 25.000 400 80

c. 25.001 0650.000 600 20 120

d. 50.001 o 75.000 800 160

e. >75.000 1.000 200

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
SKALA BOBOT

NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 | Jumlah penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS) yang di

rehabilitasi dalam panti baik milik

Pemerintah Daerah maupun milik

masya rakat berbadan hukum

maupun tidak berbadan hukum

(Jiwa)

a. O 5.000 200 100

b. 5.001 &10.000 400 50 200

c. 10.001 6 15.000 600 300

d. 15.001 6 20.000 800 400

e. >20.000 1.000 500
2 | Jumlah potensi sumber

kesejahteraan sosial yang wilayah

kerjanya lintas kabupaten/kota

dalam satu provinsi

a. O 1.000 200 60

b. 1.001 ¢ 2.000 400 120

c. 2.001 6 5.000 600 30 180

d. 5.001 610.000 800 240

e. >10.000 1.000 300
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G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

SKALA BOBOT

NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 |Jumlah angkatan kerja usia 15

tahun ke atas dalam Daerah provinsi

(iwa)

a. 0700.000 200 80

b. 700.001 & 2.000.000 400 160

c. 2.000.001 & 5.000.000 600 40 240

d. 5.000.001 ¢ 10.000.000 800 320

e. >10.000.000 1.000 400
2 Jumlah perusahaan mikro/kecil

a. 050. 000 200 40

b. 50.001 9 150.000 400 20 80

c. 150.001 ¢ 400.000 600 120

d. 400.001 ¢ 600.000 800 160

e. >600.000 1.000 200
3 | Jumlah perusahaan menengah

a. 07.500 200 20

b. 7.501 & 15.000 400 40

c. 15.001 450.000 600 10 60

d. 50.001 6 100.000 800 80

e. >100.000 1.000 100
4 Jumlah perusahaan besar

a0 40 200 20

b. 41 6100 400 40

c. 101 0150 600 10 60

d. 151 6200 800 80

e. >200 1.000 100
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H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PELINDUNGAN ANAK

SKALA BOBOT

NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 Indeks pembangunan gender

provinsi

a. O 57 200 50

b. 58 065 400 100

c. 66 070 600 25 150

d. 71875 800 200

e. >75 1.000 250
2 | Jumlah organisasi perempuan dan

anak tingkat Daerah provinsi

a. O 14 200 40

b. 15 624 400 80

c. 25 044 600 20 120

d. 45 864 800 160

e. >64 1.000 200
3 | Jumlah lembaga penyedia layanan

pemberdayaan  perempuan  dan

perlindungan anak tingkat provinsi

a. O 8 200 30

b. 9013 400 60

c. 14025 600 15 90

d. 26 840 800 120

e. >40 1.000 150
4 | Rasio perempuan korban kekerasan

per 100.000 penduduk usia 18 tahun

ke atas di tingkat Daerah provinsi

a. 01 200 20

b. 2063 400 40

c. 4085 600 10 60

d 6087 800 80

e. >7 1.000 100
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SKALA BOBOT
NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
5 Rasio anak yang memerlukan
perlindungan khusus per 100.000
anak usia 0 -18 tahun di tingkat
Daerah provinsi
a. 0120 200 20
b. 121 6191 400 40
c. 192 0262 600 10 60
d. 263 0333 800 80
e. >333 1.000 100
I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
SKALA BOBOT
NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 Jumlah cadangan pangan
pemerintah provinsi dihitung
berdasarkan 2x jumlah cadangan
Pangan pemerintah kabupaten/kota
yang jumlah penduduknya terbesar
dalam satu provinsi (ton)
a0 120 200 80
b. 121-480 400 160
c. 481-960 600 40 240
d. 961-3.600 800 320
e. >3.600 1.000 400
2 Jumlah kabupaten/kota di provinsi
a0 9 200 20
b. 10-15 400 40
c. 16-22 600 10 60
d. 23-29 800 80
e. >29 1.000 100
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SKALA BOBOT

NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
3 | Jumlah pelaku usaha pa ngan segar

asal tumbuhan (PSAT)

a0 50 200 60

b. 51-100 400 120

c. 101-150 600 30 180

d. 151-200 800 240

e. >200 1.000 300

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
SKALA BOBOT

NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 Jumlah ra ta-rata izin lokasi lintas

kabupaten/kota yang diterbitkan

pertahun dalam lima tahun terakhir

yang terdaftar

a0 10 200 80

b. 11 6 20 400 160

c. 21 030 600 40 240

d. 31 840 800 320

e. >40 1.000 400
2 Luas lokasi rencana pengadaan

tanah u ntuk kepentingan umum

berdasarkan rencana tata ruang

wilayah provinsi (Ha)

a0 1.000 200 60

b. 1.001 85.000 400 120

c. 5.001 ¢ 10.000 600 30 180

d. 10.001 o 15.000 800 240

e. >15.000 1.000 300
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SKALA BOBOT
NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
3 Jumlah subjek hak ulayat yang
terletak pada lebih dari satu
kabupaten/kota dalam satu provinsi
a0 10 200 20
b. 11 6 20 400 40
c. 21 030 600 10 60
d. 31 640 800 80
e. >40 1.000 100
K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 Jumlah Taman Kehati
a. 0 2 200 10
b. 304 400 20
c. 506 600 S 30
d. 7068 800 40
e. >8 1.000 50
2 Jumlah perusahaan pengumpul dan
pengolah Limbah B3
a. O 10 200 30
b. 11 650 400 15 60
c. 51 0100 600 90
d. 101 6200 800 120
e. >200 1.000 150
3 Jumlah TPA/TPS Regional
a. O 3 200 30
b. 407 400 60
c. 8011 600 15 90
d. 12015 800 120
e. >15 1.000 150
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SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
4 Jumlah Dokumen Lingkungan yang

dinilai (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)

bagi usaha yang izinnya dikeluarkan

oleh Pemerintah Daerah provinsi

a. O 10 200 50

b. 11 650 400 100

c. 51 6200 600 o5 150

d. 201 8350 800 200

e. >350 1.000 250
5 Jumlah objek yang harus dilakukan

pemantauan kualitas lingkungan

sesuai kete ntuan yang dampaknya

lintas kabupaten/kota

a. O 3 200 40

b. 4 650 400 80

c. 51875 600 20 120

d. 76 0100 800 160

e. >100 1.000 200

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI
PENCATATAN SIPIL

KEPENDUDUKAN DAN

SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 Jumlah kabupaten/kota
a. 0O 10 200 80
b. 11 6 20 400 160
c. 21025 600 40 240
d. 26 035 800 320
e. >35 1.000 400
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SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
2 | Jumlah Perangkat Daerah/lembaga

yang memanfaatkan database

kependudukan d an dokumen

kependudukan skala provinsi

a. 0 7 200 30

b. 80614 400 60

c. 15021 600 15 90

d. 22 628 800 120

e. >28 1.000 150
3 | Jumlah penyajian database

kependudukan skala provinsi

a. 0 2 200 30

b. 3865 400 60

c. 609 600 15 90

d. 10012 800 120

e. >12 1.000 150
4 Jumlah pengelola  SIAK  pada

kabupaten/kota yang terintegrasi

dengan provinsi

a. 050 200 20

b. 51 6100 400 40

c. 101 3150 600 10 60

d. 151 0200 800 80

e. > 200 1.000 100
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BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 | Jumlah desa adat dalam provinsi

a0 90 200 10

b. 91 6 180 400 20

c. 181 6270 600 5 30

d. 271 6360 800 40

e. >360 1.000 50
2 | Jumlah kerja sama antardesa dari

Daerah kabupaten/kota yang berbeda

dalam satu Daerah provinsi

a. 0 45 200 60

b. 46 090 400 120

c. 91 0135 600 30 180

d. 136 0180 800 240

e. >180 1.000 300
3 |Jumlah lembaga kemasyarakatan

yang bergerak di bidang

pemberdayaan D esa tingkat provinsi

a. 0 60 200 80

b. 61 0 150 400 160

c. 151 06300 600 40 240

d. 301 8450 800 320

e. >450 1.000 400
4 | Jumlah kesatuan masyarakat hukum

adat yang sama, berada di lintas

Daerah kabupaten/kota

a0 25 200 10

b. 26 850 400 20

c. 51075 600 5 30

d. 76 0100 800 40

e. >100 1.000 50
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N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 | Jumlah media yang digunakan untuk
pelaksanaan a dvokasi dan KIE
pengendalian penduduk dan KB
sesuai dengan kearifan lokal
a. 0 5 200 30
b. 6 015 400 60
c. 16620 600 15 90
d. 21 625 800 120
e. >25 1.000 150
2 Jumlah keluarga dalam wilayah
provinsi
a.0 250.000 200 60
b. 250.001 6 750.000 400 120
c. 750.001 6 8.000.000 600 30 180
d. 8.000.001 o 10.000.000 800 240
e. >10.000.000 1.000 300
3 | Jumlah organisasi masyarakat yang
mempunyai  perjanjian  kerjasama
dengan pemerintah provinsi yang
terlibat dalam pengelolaan,
pelayanaan dan pembinaan kesertaan
ber-KB
a0 9 200 40
b. 10 0 15 400 80
c. 16 025 600 20 120
d. 26 640 800 160
e. >40 1.000 200
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SKALA BOBOT

NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
4 | Jumlah organisasi kemasyarakatan

tingkat provinsi yang mempunyai

perjanjian kerjasama dengan

pemerintah provinsi dalam

pembangunan kelua rga melalui

pembinaan dan kesejahteraan

keluarga

a0 9 200 30

b. 10 6 15 400 60

c. 16 6025 600 15 90

d. 26 640 800 120

e. >40 1.000 150

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

0.1. PROVINSI YANG BERCIRI KEPULAUAN

SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR

1 2 3 4 5

1 | Jumlah persetujua n dokumen hasil
analisis dampak lalu lintas untuk

jalan provinsi

a0 10 200 6
b. 11 620 400 12
c. 21 030 600 3 18
d. 31 640 800 24
e. >40 1.000 30
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SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
2 |Jumlah trayek pada kawasan

perkotaan/perdesaan yang

me lampaui batas satu

kabupaten/kota dalam satu provinsi

a. 0 20 200 4

b. 21 040 400 8

c. 41 060 600 2 12

d. 61 680 800 16

e. >80 1.000 20
3 | Panjang jalan provinsi (Km)

a.0 172.000 200 10

b. 172.001 & 340.000 400 20

c. 340.001 06 510.000 600 5 30

d. 510.001 6 680.000 800 40

e. >680.000 1.000 50
4 | Jumlah terminal tipe B

a. 0 2 200 6

b. 364 400 12

c. 506 600 3 18

d. 7 08 800 24

e. >8 1.000 30
5 Jumlah rata -rata per tahun dokumen

hasil audit dan inspeksi keselamatan

jalan pada jalan provinsi ( unit)

a0 170 200 6

b. 171 6340 400 12

c. 341 6510 600 3 18

d. 511 0710 800 24

e. >710 1.000 30
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SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
6 |Jumlah unit angkutan umum

orang/barang antarkota dalam

provinsi (unit)

a. 0O 800 200 10

b. 801 & 1.600 400 20

c. 1.601 6 2.400 600 5 30

d. 2.401 6 3.200 800 40

e. >3.200 1.000 50
7 Jumlah badan usaha angkutan laut,

dan angkutan penyeberangan,

angkutan sungai dan danau yang

beroperasi pada lintas

kabupaten/kota dalam satu provinsi

a. 0 15 200 20

b. 16 0 30 400 40

c. 31045 600 60

d. 46 860 800 10 80

e. >60 1.000 100
8 | Jumlah armada angkutan laut, dan

angkutan penyeberangan, angkutan

sungai dan danau yang beroperasi

pada lintas kabupaten/kota dalam

satu provinsi

a. 0O 15 200 30

b. 16 6 30 400 60

c. 31 045 600 15 90

d. 46 060 800 120

e. >60 1.000 150
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SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
9 |Jumlah trayek angkutan laut,
angkutan penyeberangan, angkutan
sungai dan danau pada lintas
kabupaten/kota dalam satu provinsi
a. 0O 3 200 24
b. 406 400 48
c. 7010 600 12 72
d. 11 615 800 96
e. >15 1.000 120
10 Jumlah usaha jasa terkait berupa
bongkar muat barang, jasa
pengurusan transportasi, angkutan
perairan  pelabuhan, penyewaan
peralatan  angkutan laut atau
peralatan jasa terkait dengan
angkutan laut, tally mandiri, dan depo
peti kemas
a. 0O 35 200 4
b. 36 6 70 400 8
c. 71 8110 600 2 12
d. 111 96150 800 16
e. >150 1.000 20
11 | Jumlah pelabuhan sungai dan danau
yang melayani trayek lintas Daerah
kabupaten/kota dalam satu Daerah
provinsi baik yang dikelola
pemerintah maupun swasta
a. 0 2 200 20
b. 364 400 40
c. 506 600 10 60
d. 7010 800 80
e. >10 1.000 100
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SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
12 | Jumlah pelabuhan pengumpan

regional baik yang dikelola

pemerintah maupun swasta

a. 0 2 200 10

b. 3 04 400 20

c. 506 600 5 30

d. 70610 800 40

e. >10 1.000 50
13 |Jumlah rambu jalan pada jalan

provinsi (unit)

a.0 1.700 200 10

b. 1.701 & 3.400 400 20

c. 3.401 65.100 600 5 30

d. 5.101 67.100 800 40

e. >7.100 1.000 50

0.2. SELAIN PROVINSI YANG  BERCIRI KEPULAUAN
SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 | Jumlah persetujuan dokumen hasil

analisis dampak lalu lintas untuk

jalan provinsi

a0 10 200 6

b. 11 620 400 12

c. 21630 600 3 18

d. 31 640 800 24

e. >40 1.000 30
2 |Jumlah trayek pada kawasan

perkotaa n/perdesaan yang

melampaui batas satu

kabupaten/kota dalam satu provinsi
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SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5

a0 20 200 6

b. 21 640 400 12

c. 41 660 600 3 18

d. 61 680 800 24

e. >80 1.000 30
3 Panjang jalan provinsi (Km)

a. 0O 172.000 200 40

b. 172.001 06 340.000 400 80

c. 340.001 06510.000 600 20 120

d. 510.001 9 680.000 800 160

e. >680.000 1.000 200
4 | Jumlah terminal tipe B

a. O 6 200 10

b. 7612 400 20

c. 13 618 600 5 30

d. 19 024 800 40

e. >24 1.000 50
5 | Jumlah rata -rata pertahun dokumen

hasil audit dan inspeks i keselamatan

jalan pada jalan provinsi (unit)

a0 170 200 8

b. 171 6340 400 16

c. 341 08510 600 4 24

d. 511 8710 800 32

e. >710 1.000 40
6 |Jumlah unit angkutan umum

orang/barang antarkota dalam

provinsi (unit)

a. O 800 200 30

b. 801 61.600 400 60

c. 1.601 62.400 600 15 90

d. 2.401 063.200 800 120

e. >3.200 1.000 150
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SKALA BOBOT
INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR

2 3 4 5
Jumlah badan usaha angkutan laut,
dan angkutan penyeberangan,
angkutan sungai dan danau yang
beroperasi pada lintas
kabupaten/kota dalam satu provinsi
a0 15 200 4
b. 16 030 400 8
c. 31845 600 2 12
d. 46 060 800 16
e. >60 1.000 20
Jumlah armada angkutan laut, dan
angkutan penyeberangan, angkutan
sungai dan danau yang beroperasi
pada lintas kabupaten/kota dalam
satu provinsi
a. 0 15 200 4
b. 16 630 400 8
c. 319845 600 2 12
d. 46 060 800 16
e. >60 1.000 20
Jumlah  trayek angkutan laut,
angkutan penyeberangan, angkutan
sungai dan danau pada lintas
kabupaten/kota dalam satu provinsi
a. 0 3 200 4
b. 406 400 8
c. 7010 600 2 12
d. 11 615 800 16
e. >15 1.000 20
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SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
10 | Jumlah usaha jasa terkait berupa

bongkar muat barang, jasa

pengurusan transportasi, angkutan

perairan  pelabuhan, penyewaan

peralatan  angkutan laut atau

peralatan jasa terkait dengan

angkutan laut, tally mandiri, dan depo

peti kemas.

a. O 35 200 4

b. 36 070 400 8

c. 71 0110 600 2 12

d. 111 6150 800 16

e. >150 1.000 20
11 | Jumlah pelabuhan sungai dan danau

yang melayani trayek lintas Daerah

kabupaten/kota dalam satu Daerah

provinsi baik yang dikelola

pemerintah maupun swasta

a. 0O 2 200 4

b. 364 400 8

c. 506 600 5 12

d. 7010 800 16

e. >10 1.000 20
12 | Jumlah pelabuhan pengumpan

regional baik yang dikelola

pemerintah maupun swasta

a. 0 2 200 10

b. 304 400 20

c. 506 600 5 30

d. 7010 800 40

e. >10 1.000 50
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SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
13 Jumlah rambu jalan pada jalan

provinsi (unit)

a. 0 1.700 200 30

b. 1.701 ¢ 3.400 400 60

c. 3.401 85.100 600 15 90

d. 5.101 07.100 800 120

e. >7.100 1.000 150

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KE LAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 |Jumlah saluran komunikasi/media

(koran, majalah, tabloid, televisi,

radio, website, media sosial) milik

Pemda

a0 18 200 36

b. 19 651 400 72

c. 52 099 600 18 108

d. 100 8162 800 144

e. >162 1.000 180
2 Jumlah saluran komunikasi/media

(koran, majalah, tabloid, televisi,

radio) non pemerintah yang beredar di

lintas kabupaten/kota dalam provinsi

a0 15 200 28

b. 16 045 400 56

c. 46 090 600 14 84

d. 9194150 800 112

e. >150 1.000 140
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SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KE LAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 3 4 5
3 | Jumlah Perangkat Daerah & UPT

pemerintah provinsi (tidak termasuk

satuan pendidikan)

a0 50 200 46

b. 400 92

c. 101 6200 600 23 138

d. 201 8300 800 184

e. 1.000 230
4 | Jumlah publik dan

kepemerintahan di tingkat

pemerintah provinsi yang

diselenggarakan dengan Sistem

Electronic Government

a. 0 20 200 30

b. 400 60

C. 600 15 90

d. 800 120

e. 1.000 150
5 | Jumlah aparatur negara di

lingkungan pemerintah provinsi

a0 10.000 200 20

b. 10.001 815.000 400 40

c. 15.001 6 30.000 600 10 60

d. 30.001 0660.000 800 80

e. 1.000 100
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Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
MENENGAH
SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 Jumlah usa ha simpan pinjam untuk

usaha simpan pinjam dan koperasi

simpan pinjam dengan wilayah

keanggotaan lintas Daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu)

Daerah provinsi

a. O 400 200 30

b. 401 & 700 400 60

c. 701 61.000 600 15 90

d. 1.001 ¢ 2.000 800 120

e. >2.000 1.000 150
2 Jumlah  kantor cabang, cabang

pembantu dan kantor kas untuk

koperasi simpan pinjam dengan

wilayah keanggotaan lintas Daerah

kabupaten/kota dalam satu Daerah

provinsi

a0 100 200 20

b. 101 & 200 400 40

c. 201 6300 600 10 60

d. 301 6400 800 80

e. >400 1.000 100
3 |Jumlah koperasi yang wilayah

keanggotaannya lintas Daerah

kabupaten/kota dalam satu Daerah

provinsi

a. 0O 50 200 50

b. 51 8 60 400 100

c. 61 090 600 25 150

d. 91 6100 800 200

e. >100 1.000 250
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SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
4 | Jumlah pelaku usaha kecil
a0 10.000 200 40
b. 10.001 ¢ 25.000 400 80
c. 25.001 0 40.000 600 20 120
d. 40.001 6 60.000 800 160
e. >60.000 1.000 200
5 | Jumlah perangkato rganisasi koperasi
yang wilayah keanggotaannya lintas
Daerah kabupaten/kota dalam satu
Daerah provinsi
a0 50 200 20
b. 51 8100 400 40
c. 101 6150 600 10 60
d. 151 6200 800 80
e. >200 1.000 100
R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
SKALA BOBOT
NO INDI KATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 Jumlah dokumen perizinan dan non
perizinan pertahun yang perizinannya
menjadi kewenangan provinsi
a0 2.000 200 60
b. 2.001 06 4.000 400 120
c. 4.001 66.000 600 30 180
d. 6.001 68.000 800 240
e. > 8000 1.000 300
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SKALA BOBOT

NO INDI KATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
2 | Jumlah perusahaan penanam modal

yang dilakukan pemantauan,

pembinaan, pengawasan dan fasilitasi

penanaman modal yang perizinannya

dikeluarkan oleh pemerintah provinsi

a0 30 200 60

b. 31 680 400 120

c. 81 0100 600 30 180

d. 101 96150 800 240

e. > 150 1.000 300
3 | Jumlah potensi usaha yang

merupakan potensi investasi untuk

dipromosikan kepada penanam modal

(dengan potensi yang terukur)

a0 15 200 40

b. 16 6 30 400 80

c. 31075 600 20 120

d. 76 6 100 800 160

e. >100 1.000 200

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 |Jumlah pemuda kader, pemuda

pelopor, dan pemuda wirausaha

dalam tingkat provins i

a0 2.000 200 60

b. 2.001 & 4.000 400 120

c. 4.001 ¢ 6.000 600 30 180

d. 6.001 0 8.000 800 240

e. >8.000 1.000 300
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SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
2 |Jumlah organisasi kepemudaan,
kepramukaan, dan olah raga tingkat
provinsi
a. O 75 200 50
b. 76 0 125 400 100
c. 1260150 600 25 150
d. 151 6 270 800 200
e. >270 1.000 250
3 | Jumlah kejuaraan/kompetisi olah
raga pelajar dan olah raga tetap
tingkat provinsi
a. O 45 200 34
b. 46 675 400 68
c. 76 0120 600 17 102
d. 1218155 800 136
e. >155 1.000 170
4 | Jumlah kejuaraan/ko  mpetisi  olah
raga tetap nasional yang diikuti
a. O 13 200 16
b. 14 6 26 400 32
c. 27039 600 8 48
d. 40 852 800 64
e. >52 1.000 80
T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 Jumlah survey  bidang  sosial,

ekonomi, politik, hukum dan HAM
yang mendapatkan rekomendasi BPS
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SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
a.0 10 200 90
b. 11 620 400 180
c. 21030 600 45 270
d. 31635 800 360
e. >35 1.000 450
2 | Jumlah kompilasi produk
administrasi bidang sosial, ekonomi,
politik, hukum dan HAM yang
mendapatkan rekomendasi BPS
a. 0O 10 200 70
b. 11 620 400 140
c. 21630 600 35 210
d. 31 640 800 280
e. >40 1.000 350
U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA[ (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 | Jumlah jenis informasi di tingkat
Provinsi yang wajib diamankan
dengan persandian sesuai peraturan
perundang -undangan
a0 5 200 32
b. 6 010 400 64
c. 11815 600 16 96
d. 16 620 800 128
e. >20 1.000 160
2 | Jumlah konten informasi d  ari setiap
jenis informasi yang wajib diamankan
dengan persandian
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SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
a. 0O 250 200 32
b. 251 8500 400 64
c. 501 61.000 600 16 96
d. 1.001 61.500 800 128
e. >1.500 1.000 160
3 | Jumlah aset/fasilitas/instalasi kritis/
vital/penting  di tingkat provinsi yang
harus diamankan
a0 200 200 32
b. 201 6300 400 64
c. 301 8600 600 16 96
d. 601 & 900 800 128
e. >900 1.000 160
4 | Jumlah rata -rata kegiatan penting
yang membutuhkan dukungan
pengamanan informasi per bulan di
tingkat provinsi
a0 100 200 32
b. 101 9 200 400 64
c. 201 6400 600 16 96
d. 4010500 800 128
e. >500 1.000 160
5 | Jumlah Perangkat Daerah di tingkat
provinsi yang menggunakan
persandian untuk mengamankan
setiap jenis informasi yang wajib
diamankan
a. 0 50 200 32
b. 51 855 400 64
c. 56 060 600 16 96
d. 61 065 800 128
e. >65 1.000 160
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V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA[ %) SKOR
1 2 3 4 5
1 | Jumlah tradisi dalam provinsi
a0 25 200 100
b. 26 850 400 200
c. 51875 600 50 300
d. 76 6100 800 400
e. >100 1.000 500
2 |Jumlah  museum yang dikelola
pemerintah provinsi
a. 0O 5 200 20
b. 6610 400 40
c. 11815 600 10 60
d. 16 620 800 80
e. >20 1.000 100
3 | Jumlah komunitas adat dalam satu
pro vinsi
a O 25 200 40
b. 26 050 400 80
c. 51075 600 20 120
d. 76 o 100 800 160
e. >100 1.000 200
W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 Jumlah rata -rata Pemustaka per

bulan yang berkunjung
perpustakaan milik provinsi dalam
satu tahun terakhir

ke
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SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
a0 7.000 200 60
b. 7.001 ¢ 15.000 400 120
c. 15.001 6 50.000 600 30 180
d. 50.001 o 100.000 800 240
e. >100.000 1.000 300
2 Jumlah koleksi (judul) yang dimiliki
oleh perpustakaan milik provinsi
termasuk satuan pendidikan
menengah yang dimiliki provinsi
a0 15.000 200 50
b. 15.001 9 50.000 400 100
c. 50.001 0 150.000 600 25 150
d. 150.001 6 200.000 800 200
e. >200.000 1.000 250
3 | Jumlah perpusta kaan yang
pembinaannya menjadi kewenangan
provinsi (Perpustakaan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan
Perpustakaan Khusus)
a. 0O 800 200 40
b. 801 6 1.600 400 80
c. 1.601 ¢ 2.400 600 20 120
d. 2.401 ¢ 3.200 800 160
e. >3.200 1.000 200
4 | Jumlah pene rimaan Karya Cetak dan
Karya Rekam (KCKR) yang diterima
oleh perpustakaan milik provinsi
(judul/tahun)
a.0 1.000 200 4
b. 1.001 & 2.000 400 8
c. 2.001 ¢ 3.000 600 2 12
d. 3.001 ¢ 4.000 800 16
e. >4.000 1.000 20
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SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
5 |Jumlah promosi gema r membaca
(dalam satu tahun) yang
diselenggarakan oleh  pemerintah
provinsi
a0 50 200 6
b. 51 6 100 400 12
c. 101 96150 600 3 18
d. 151 & 200 800 24
e. >200 1.000 30
X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 Jumlah Perangkat Daerah provinsi
dan BUMD provinsi yang dibina
dalam pengelolaan arsip dinamis
dalam rangka akuntabilitas publik
a0 60 200 60
b. 61 680 400 120
c. 81 6100 600 30 180
d. 101 6120 800 240
e. >120 1.000 300
2 Jumlah perusahaan swasta dan
organisasi  kemasyarakatan yang
dibina dalam pengelolaan arsip
dinamis dalam rangka akuntabilitas
publik
a.0 100 200 20
b. 101 6200 400 40
c. 201 6300 600 10 60
d. 301 4400 800 80
e. >400 1.000 100




*\':‘Q("E’G!
7,
¥

2‘>>< il

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -
SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
3 | Jumlah arsip yang harus dikelola per
tahun berdasarkan jumlah Perangkat
Daerah dan BUMD (satuan boks)
a. O 500 200 80
b. 501 & 750 400 40 160
c. 7516 1.000 600 240
d. 1.001 61.250 800 320
e. >1.250 1.000 400
Y. URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA[ (%) SKOR
1 2 3 4 5
1. |Jumlah unit wusaha pengolahan
produk kelautan dan perikanan (UPI
dan UPPN) yang terdaftar
a0 1.000 200 20
b. 1.001 6 2.000 400 10 40
c. 2.001 43.000 600 60
d. 3.001 4 4.000 800 80
e. >4.000 1.000 100
2. | Jumlah SIUP pembudidaya ikan yang
usahanya lintas Daerah
kabupaten/kota dalam satu Daerah
provinsi
a.0 10 200 10
b. 116 20 400 20
c. 21 030 600 5 30
d. 31 040 800 40
e. >40 1.000 50
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SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
3. | Jumlah pelabuh an perikanan

berdasarkan rencana induk

pembangunan yang sudah ditetapkan

oleh menteri (unit)

a. 05 200 30

b. 6 810 400 60

c. 11 015 600 15 90

d. 16 6 20 800 120

e. >20 1.000 150
4. | Luas perairan laut sampai dengan 12

mil (Km 2)

a0 5.000 200 40

b. 5.001 9 20.000 400 80

c. 20.001 ¢ 40.000 600 20 120

d. 40.001 660.000 800 160

e. >60.000 1.000 200
5. | Luas kawasan konservasi perairan

dalam wilayah 12 mil laut (Ha)

a0 100 200 8

b. 101 6 1.000 400 16

c. 1.001 85.000 600 4 24

d. 5.001 6 10.000 800 32

e. >10.000 1.000 40
6 |Jumlah unit sarana pemberdayaan

masyarakat pesisir dan pulau -pulau

kecil (kedai pesisir, solar packed

dealer untuk nelayan, lembaga

keuangan mikro bidang kelautan dan

perikanan, dll) (unit)

a0 15 200 6

b. 16 6 30 400 12

c. 31045 600 3 18

d. 46 0 60 800 24

e. >60 1.000 30
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SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
7 | Jumlah izin usaha perikanan tangkap

untuk kapal perikanan berukuran di

atas 5 GT sampai dengan 30 GT (SIUP,

SIPI/SIKPI)

a0 100 200 10

b. 101 6200 400 20

c. 201 6300 600 5 30

d. 301 0400 800 40

e. >400 1.000 50
8 Jumlah unit usaha pemasaran

produk kelautan dan perikanan yang

terdaftar

a0 1.000 200 10

b. 1.001 6 3.000 400 20

c. 3.001 86.000 600 5 30

d. 6.001 69.000 800 40

e. >9.000 1.000 50
9 | Jumlah jenis ikan yang memiliki

habitat kritis  (terancam  punah,

endemik, langka, sebaran terbatas)

(jenis)

a. 0 3 200 6

b. 465 400 12

c. 608 600 3 18

d. 90612 800 24

e. >12 1.000 30
10 | Jumlah pulau -pulau kecil

a0 100 200 20

b. 101 6500 400 40

c. 501 6 1.000 600 10 60

d. 1.001 6 2.000 800 80

e. >2.000 1.000 100
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SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA[ (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 |Jumlah usaha pariwisata yang

usahanya lintas Daerah

kabupaten/kota dalam satu Daerah

provinsi yang memili ki TDUP (Tanda

Daftar Usaha Pariwisata)

a. O 150 200 40

b. 151 & 300 400 80

c. 301 6500 600 20 120

d. 501 6600 800 160

e. >600 1.000 200
2 | Jumlah insan/ pengusaha/

komunitas yang menghasilkan produk

kreatif yang memiliki sertifikat HKI

atau bukti pernah dipertunjukan

pertama  kalinya dari  selur uh

kabupaten/kota dalam satu Daerah

provinsi

a O 50 200 10

b. 51 6100 400 20

c. 101 6150 600 5 30

d. 151 6200 800 40

e. >200 1.000 50
3 | Jumlah jenis produk ekonomi kreatif

yang memiliki sertifikat HKI atau

bukti pernah dipertunjukan pertama

kalinya dari seluruh kabupaten/kota

dalam satu Daerah provinsi dan

memiliki nilai ekonomi

a. 0 3 200 10

b. 4066 400 20

c. 7010 600 5 30

d. 11 815 800 40

e. >15 1.000 50
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SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
4 | Jumlah daya tarik wisata, kawasan,
dan destinasi  pariwisata  yang
ditetapk an  oleh  menteri  yang
membidangi pariwisata sebagai
kewenangan pemerintah provinsi atau
ditetapkan gubernur sebagai daya
tarik, destinasi, atau kawasan
pariwisata
a. O b5 200 100
b. 6 810 400 200
c. 11 815 600 50 300
d. 16 620 800 400
e. >20 1.000 500
AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 |Jumlah jenis pupuk yang beredar
(jenis)
a. 0 b5 200 10
b. 6-7 400 20
c. 8-9 600 5 30
d. 10-11 800 40
e. >11 1.000 50
2 Jumlah jenis alsintan yang beredar
(jenis)
a. O 4 200 10
b. 5-8 400 20
c. 9-12 600 5 30
d. 13-16 800 40
e. >16 1.000 50
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SKALA BOBOT
INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR

2 3 4 5

Jumlah  jenis benih  tanaman

(tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan) yang beredar (jenis)

a. O 4 200 16

b. 5-10 400 32

c. 11-20 600 8 48

d. 21-50 800 64

e. >50 1.000 80

Jumlah rumpun/galur ternak dan

wilayah/calon wilayah sumber bibit

dalam satu Daerah provinsi

(rumpun/galur dan lokasi)

a. O 4 200 8

b. 5-8 400 16

c. 9-12 600 4 24

d. 13-16 800 32

e. >16 1.000 40

Jumlah unit us aha benih/bibit

ternak, pakan, hijauan pakan ternak

dan obat hewan (unit usaha)

a0 20 200 12

b. 21-50 400 24

c. 51-100 600 6 36

d. 101-200 800 48

e. >200 1.000 60

Jumlah jenis obat hewan yang beredar

dalam satu Daerah provinsi (jenis)

a0 10 200 8

b. 11-16 400 16

c. 17-22 600 4 24

d. 23-28 800 32

e. >28 1.000 40
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SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
7 | Luas areal tanam hijauan pakan
ternak lintas Daerah kabupaten/kota
dalam satu provinsi (Ha)
a. 0100 200 12
b. 101-150 400 24
c. 151-200 600 6 36
d. 201-250 800 48
e. >250 1.000 60
8 Luas lahan pertanian (tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan ,
dan peternakan) yang dialiri air irigasi
yang menjadi kewenangan provinsi
(Ha)
a. 050. 000 200 16
b. 51.000 & 100.000 400 32
c. 100.001 6 200.000 600 8 48
d. 200.001 & 500.000 800 64
e. >500.000 1.000 80
9 Populasi hewan (ternak, aneka ternak,
hewan kesayangan) (ekor)
a.01.500.000 200 16
b. 1.500.001 -3.000.000 400 32
c. 3.000.001 - 4.000.000 600 8 48
d. 4.000.001 -5.000.000 800 64
e. >5.000.000 1.000 80
10 | Jumlah keterangan kesehatan hewan
dan produk hewan, rekomendasi
pemasukan, pengeluaran hewan dan
produk hewan lintas Daerah provinsi
(surat keterangan)
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SKALA BOBOT
INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR

2 3 4 5
a0 400 200 10
b. 401-600 400 20
c. 601-800 600 5 30
d. 801-1.000 800 40
e. >1.000 1.000 50
Unit usaha hewan dan produk hewan
(unit usaha)
a0 50 200 8
b. 51-75 400 16
c. 76-100 600 4 24
d. 101-125 800 32
e. >125 1.000 40
Luas lahan pertanian rakyat (tanaman
pangan, hortikultura, dan
perkebunan ) (Ha)
a. 0 150.000 200 16
b. 151.001 -200.000 400 32
c. 200.001 -250.000 600 8 48
d. 250.001 -300.000 800 64
e. >300.000 1.000 80
Jumlah penyakit hewan menular pada
lebih satu kabupaten/kota dalam satu
provinsi ( jenis penyakit)
a. 0 2 200 6
b. 3-4 400 12
c. 5-6 600 3 18
d. 7-8 800 24
e. >8 1.000 30
Jumlah izin usaha  pertanian
(tanaman pangan, hortikultura, dan
perkebunan) dalam 5 (lima) tahun
terakhir dalam satu Daerah provinsi
(unit usaha)
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SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
a0 70 200 12
b. 71-80 400 24
c. 81-90 600 6 36
d. 91-100 800 48
e. >100 1.000 60
BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 Luas kawasan hutan Produksi dan
Hutan Lindung (Ha)
a. O 600.000 200 60
b. 600.001 6 1.200.000 400 120
c. 1.200.001 o 1.800.000 600 30 180
d. 1.800.001 6 2.400.000 800 240
e. >2.400.000 1.000 300
2 Luas lahan kritis (Ha)
a. 0 125.000 200 30
b. 125.001 6 250.000 400 60
c. 250.001 6 375.000 600 15 90
d. 375.001 - 500.000 800 120
e. >500.000 1.000 150
3 | Jumlah Kesatuan Wilayah
Pengelolaan Hutan (unit)
a. 0 3 200 30
b. 407 400 60
c. 8011 600 15 90
d. 12 615 800 120
e. >15 1.000 150
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SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
4 | Jumlah kelompok masyarakat/tani
hutan yang dibina dan diberdayakan
(LMDH , Gapoktan, Koperasi, dll)
a. 0 30 200 40
b. 31 660 400 80
c. 61 690 600 20 120
d. 91 0120 800 160
e. >120 1.000 200
CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 | Total luas cekungan air tanah (Ha)
a. 0 200 200 18
b. 201 & 400 400 36
c. 401 6600 600 9 54
d. 601 6800 800 72
e. > 800 1.000 90
2 | Jumlah izin pemanfaatan air tanah
a. 0O 200 200 18
b. 201 & 400 400 36
c. 401 6500 600 9 54
d. 5010700 800 72
e. >700 1.000 90
3 Prosentase luas wilayah izin usaha
pertambangan total dibandingkan
luas wilayah administrasi Daerah
(persen)
a0 5,00 200 16
b. 5,016 10,00 400 32
c. 10,01 615,00 600 8 48
d. 15,01 620,00 800 64
e. >20,00 1.000 80
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SKALA BOBOT
INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR

2 3 4 5
Jumlah izin usa ha pertambangan
mineral logam dan batubara
a. 0O 20 200 14
b. 21 640 400 28
c. 41 850 600 7 42
d. 51670 800 56
e. >70 1.000 70
Jumlah izin usaha pertambangan
mineral bukan logam dan batuan
dalam rangka penanaman modal
dalam negeri
a. O 40 200 14
b. 41 680 400 28
c. 81 8100 600 7 42
d. 101 & 150 800 56
e. >150 1.000 70
Jumlah izin pertambangan rakyat
untuk komoditas mineral logam,
batubara, mineral bukan logam dan
batuan dalam wilayah pertambangan
rakyat
a0 15 200 14
b. 16 0 35 400 28
c. 36 850 600 7 42
d. 51670 800 56
e. >70 1.000 70
Jumlah izin usaha pertambangan
operasi produksi khusus untuk
pengolahan dan pemurnian dalam
rangka penanaman modal dalam
negeri yang komoditas tambangnya
berasal dari satu Daerah provinsi yang
sama
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SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
a. O 10 200 14
b. 11 6 20 400 28
c. 21025 600 7 42
d. 26 835 800 56
e. >35 1.000 70
8 | Jumlah izin usaha jasa pertambangan
dan surat keterangan terdaftar dalam
rangka penanaman modal dalam
negeri yang kegiatan usahanya dalam
satu Daerah provinsi
a. 020 200 14
b. 21 635 400 28
c. 36 050 600 7 42
d. 51 070 800 56
e. >70 1.000 70
9 | Jumlah izin pemanfaatan langsung
panas bumi lintas Daerah
kabupaten/kota dalam satu provinsi
yang diterbitkan
a. 0 b5 200 14
b. 6 010 400 28
c. 11 015 600 7 42
d. 16 020 800 56
e. >20 1.000 70
10 | Jumlah desa belum teraliri listrik
a. O 50 200 12
b. 51 6100 400 24
c. 101 & 200 600 6 36
d. 201 & 300 800 48
e. >300 1.000 60
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SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
11 | Jumlah IUPTL, izin oprasi dan izin

usaha jasa penunjang tenaga listrik

bagi badan usaha dalam

negeri/mayoritas sahamnya dimiliki

oleh penanam modal dalam negeri

a. O 15 200 12

b. 16 6 20 400 24

c. 21030 600 6 36

d. 31 040 800 48

e. >40 1.000 60

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & K ELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 |Jumlah distributor dan pengecer

pupuk bersubsidi

a0 50 200 12

b. 51 6 100 400 24

c. 101 o149 600 6 36

d. 150 6199 800 48

e. >199 1.000 60
2 | Jumlah komoditi ekspor berdasarkan

HS 2 Digit yang be rasal dari 2 atau

lebih Daerah kabupaten/kota dalam

satu provinsi

a0 20 200 20

b. 21 640 400 40

Cc. 41 060 600 10 60

d. 61 080 800 80

e. >80 1.000 100
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SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & K ELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
3 | Jumlah importir terdaftar yang

memiliki API

a0 50 200 10

b. 51 6 100 400 20

c. 10106150 600 5 30

d. 151 6200 800 40

e. >200 1.000 50
4 | Jumlah jenis barang ber -SNI yang

diawasi

a. O 50 200 30

b. 51 6100 400 60

c. 1010150 600 15 90

d. 151 6200 800 120

e. >200 1.000 150
5 | Jumlah pasar tipe A yang menjadi

lokasi p emantauan harga

a. 0 50 200 10

b. 51 6 100 400 20

c. 101 0200 600 5 30

d. 201 8250 800 40

e. >250 1.000 50
6 | Jumlah eksportir

a. 0 200 200 10

b. 201 0 250 400 20

c. 251 0400 600 5 30

d. 401 0500 800 40

e. >500 1.000 50
7 | Jumlah rata -rata per tahun sengketa

konsumen dalam lima tahun terakhir

a.0 5.700.000 200 20

b. 5.700.001 & 11.500.000 400 40

c. 11.500.001 o4 17.000.000 600 10 60

d. 17.000.001 6 23.000.000 800 80

e. >23.000.000 1.000 100




&y

WAL

Dy, L2

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-54 -
SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & K ELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
8 | Jumlah pelaku usaha toko bebas bea
dan distributor minuman beralkohol
yang beroperasi di wilayah provinsi
a. 0 4 200 8
b. 508 400 16
c. 9012 600 4 24
d. 13 616 800 32
e. >16 1.000 40
9 |Jumlah pengecer terdaftar dan
distributor bahan berbahaya
a. 0 4 200 10
b. 5810 400 20
c. 11015 600 5 30
d. 16 620 800 40
e. >20 1.000 50
10 | Jumlah pasar (pasar tradisional dan
pusat perbelanjaan) yang ada di
wilayah  provinsi  sebagai titik
pelayanan perlindungan konsumen
a. 0 50 200 30
b. 51 & 150 400 60
c. 151 0500 600 15 90
d. 501 61.000 800 120
e. >1.000 1.000 150
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EE. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA[ %) SKOR
1 2 3 4 5
1 | Jumlah perusahaan industri besar
a0 15 200 100
b. 16 630 400 200
c. 31860 600 50 300
d. 61 6100 800 400
e. >100 1.000 500
2 Jumlah unit produksi dari industri
besar
a. 0 50 200 60
b. 51 & 100 400 120
c. 101 8200 600 30 180
d. 201 0400 800 240
e. >400 1.000 300
FF. URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI
SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 Luasan pencadangan tanah yang
sudah ditetapkan untuk kawasan
transmigrasi yang lokasinya terletak
di dua kabupaten atau lebih
berdasarkan RKT (Ha)
a. 0 1.000 200 20
b. 1.001 65.000 400 40
c. 5.001 610.000 600 10 60
d. 10.001 ©50.000 800 80
e. >50.000 1.000 100
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SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
2 | Luasan pencadangan kawasan dalam

RKT lintas Daerah kabupaten/kota

dalam satu Daerah provinsi, tidak

termasuk kawasan transmigrasi yang

sudah dibangun (RKT yang belum

dimanfaatkan) (Ha)

a. 01.000 200 40

b. 1.001 - 5.000 400 80

c. 5.001 610.000 600 20 120

d. 10.001 9 50.000 800 160

e. >50.000 1.000 200
3 | Jumlah kepala keluarga masyarakat

transmigrasi (transmigran dan

masyarakat sekitar) yang ditata

berasal dari lintas Daerah

kabupaten/kota d alam satu Daerah

provinsi berdasarkan RKT (KK)

a0 500 200 80

b. 501 8 5.000 400 160

c. 5.001 610.000 600 40 240

d. 10.001 9 20.000 800 320

e. >20.000 1.000 400
4 | Jumlah kepala keluarga masyarakat

transmigrasi (transmigran dan

masyarakat  sekitar)  di satuan

pemukiman (SP Baru, SP Pugar, dan

SP Tempatan) pada tahap

pemantapan (KK)

a. 0 500 200 20

b. 501 & 1.000 400 40

c. 1.001 ¢ 5.000 600 10 60

d. 5.001 &10.000 800 80

e. >10.000 1.000 100
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II. INDIKATOR PEMETAAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DA
PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
2 3 4 5
Jumlah penduduk (Jiwa)
a. O 100.000 200 20
b. 100.001 & 200.000 400 40
c. 200.001 06 500.000 600 10 60
d. 500.001 61.000.000 800 80
e. >1.000.000 1.000 100
2 Luas wilayah (Km 2)
a. O 150 200 10
b. 151 6300 400 20
c. 301 90450 600 5 30
d. 451 8600 800 40
e. >600 1.000 50
3 | Jumlah APBD (Rp)
a. O 250.000.000.000 200 10
b. 250.000.000.001 & 400
500.000.000.000 20
c. 500.000.000.001 o
750.000.000.000 600 ° 30
d. 750.000.000.001 & 800
1.000.000.000.000 40
e. >1.000.000.000.000 1.000 50
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A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 | Jumlah satuan pendidikan anak usia
dini dan pendidikan dasar yang
diselenggarakan oleh masyarakat
a. 0O 95 200 40
b. 96 0191 400 80
c. 192 ¢ 287 600 20 120
d. 288 0 383 800 160
e. >383 1.000 200
2. | Jumlah anak usia pendidikan dini
dan pendidikan dasar
a0 10.000 200 90
b. 10.001 0 25.001 400 180
c. 25.002 06 87.002 600 45 270
d. 87.003 0 116.003 800 360
e. >116.003 1.000 450
3. | Jumlah kurikulum muatan lokal
pendidikan anak wusia dini dan
pendidikan dasar
a. O 2 200 30
b. 305 400 60
c. 608 600 15 90
d. 90611 800 120
e. >11 1.000 150
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B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & K ELAS INTERVAL NILA[ %) SKOR
1 2 3 4 5
1 | Jumlah penduduk
a0 25.000 200 140
b. 25.001 &6 50.000 400 280
c. 50.001 9 250.000 600 70 420
d. 250.001 6 1.500.000 800 560
e. >1.500.000 1.000 700
2 | Jumlah kepadatan penduduk
a. >550 200 20
b. 401 & 550 400 40
c. 251 8400 600 10 60
d. 51 8250 800 80
e. O 50 1.000 100

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 | Jumlah bangunan gedung yang ada di
wil ayah kabupaten/kota
a0 10.000 200 4
b. 10.001 ¢ 20.000 400 8
c. 20.001 o 30.000 600 2 12
d. 30.001 0 40.000 800 16
e. >40.000 1.000 20
2 Panjang sungai dalam satu
kabupaten/kota (Km)
a O 50 200 12
b. 51 6 100 400 24
c. 101 6150 600 6 36
d. 151 06200 800 48
e. >200 1.000 60
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SKALA BOBOT
INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR

2 3 4 5
Jumlah kapasitas tampungan air
(waduk, embung, situ, dan
tampungan air lainnya) yang dikelola
kabupaten/kota (ribum  3)
a. O 180 200 4
b. 181 6370 400 8
c. 371 8560 600 2 12
d. 561 8740 800 16
e. >740 1.000 20
Panjang garis pantai pada wilayah
sungai kewenangan kabupaten/kota
yang berisiko abrasi terhadap sarana
dan prasarana publik (Km)
a0 270 200 6
b. 271 8550 400 12
c. 551 6830 600 3 18
d. 831 &6 1.100 800 24
e. >1.100 1.000 30
Total luas daerah ir igasi teknis yang
luas masing -masing daerah irigasinya
kurang dari 1000 hektar (Ha)
a0 2.000 200 4
b. 2.001 64.000 400 8
c. 4.001 66.000 600 2 12
d. 6.001 &8.000 800 16
e. >8.000 1.000 20
Jumlah desa/kelurahan yang rawan
air
a O 150 200 10
b. 151 6300 400 20
c. 3010450 600 5 30
d. 451 8600 800 40
e. >600 1.000 50
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SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
7 | Jumlah fasilitas pengelolaan air
limbah
a. O 100 200 4
b. 101 8200 400 8
c. 201 6300 600 2 12
d. 301 8400 800 16
e. > 400 1.000 20
8 Luas cakupan layanan  Sistem
Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
terpusat dan setempat (Ha)
a0 1.000 200 6
b. 1.001 8 2.000 400 12
c. 2.001 63.000 600 3 18
d. 3.001 64.000 800 24
e. >4.000 1.000 30
9 Panjang drainase yang terhubung
dengan sungai yang menjadi
kewenangan kabupaten/kota (Km)
a0 120 200 6
b. 121 6240 400 12
c. 241 & 360 600 3 18
d. 361 6480 800 24
e. >480 1.000 30
10 | Jumlah luas kawasan permukiman
(Ha)
a0 16.000 200 4
b. 16.001 & 32.000 400 8
c. 32.001 0 48.000 600 2 12
d. 48.001 0 64.000 800 16
e. >64.000 1.000 20
11 | Panjang jalan yang menjadi
kewenangan kabupaten/kota
berdasarkan  keputusan  bupati/
walikota tentang fungsi dan status
jalan (Km)
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SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
a0 200 200 60
b. 201 6400 400 120
c. 401 6600 600 30 180
d. 601 6800 800 240
e. > 800 1.000 300
12 | Jumlah rata-rata izin usaha jasa
konstruksi pertahun dalam lima
tahun terakhir
a. 0O 590 200 4
b. 591 6 1.100 400 8
c. 1.101 61.700 600 2 12
d. 1.701 ¢ 2.300 800 16
e. >2.300 1.000 20
13 | Rata-rata pengajuan IMB pertahun
dalam lima tahun terakhir
a0 5000 200 6
b. 5.001 & 10.000 400 12
c. 10.001 o 15.000 600 3 18
d. 15.001 6 20.000 800 24
e. >20.000 1.000 30
14 | Luas ruang terbuka hijau yang
ditetapkan dalam RTRW yang harus
disediakan oleh pemerintah
kabupaten/kota (Ha)
a. 0O 900 200 6
b. 901 6 1.800 400 12
c. 1.801 62.700 600 3 18
d. 2.701 &3.600 800 24
e. >3.600 1.000 30
15 | Jumlah kawasan strategis dan
kawasan perkotaan dalam RTRW
kabupaten/kota
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SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
a. 0 2 200 4
b. 304 400 8
c. 506 600 2 12
d 7068 800 16
e. >8 1.000 20
16 |Luas lahan pertanian  pangan
berkelanjutan dalam wilayah
kabupaten/kota (Ha)
a0 1.000 200 6
b. 1.001 ¢ 2.000 400 12
c. 2.001 ¢ 3.000 600 3 18
d. 3.001 64.000 800 24
e. >4.000 1.000 30
17 | Prosentase kesesuaian penggunaan
lahan dengan rencan a tata ruang
berdasarkan neraca penggunaan
tanah (persen)
a.0 20 200 6
b. 21 640 400 12
c. 41 660 600 3 18
d. 61 680 800 24
e. >80 1.000 30
18 | Luas kawasan budidaya di
kabupaten/kota (Ha)
a0 90.000 200 8
b. 90.001 0 180.000 400 16
c. 180.001 ¢ 300.000 600 4 24
d. 300.001 6350.000 800 32
e. > 350.000 1.000 40
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D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN  KAWASAN
PERMUKIMAN
SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 |Jumlah rata -rata pengajuan izin
pembangunan d an pengembangan
perumahan pertahun dalam lima
tahun terakhir
a. 0O 5 200 10
b. 6 610 400 20
c. 11015 600 5 30
d. 16820 800 40
e. >20 1.000 50
2 | Jumlah unit bangunan gedung yang
memiliki SKBG
a 0 2 200 10
b. 3810 400 20
c. 11 8650 600 5 30
d. 51 6 100 800 40
e. >100 1.000 50
3 | Luas total kawasan permukiman
kumu h dengan luas masing -masing
kawasan di bawah 10 Ha (Ha)
a0 100 200 20
b. 101 6500 400 40
c. 501 61.000 600 10 60
d. 1.001 & 2.000 800 80
e. >2.000 1.000 100
4 Jumlah total luas perumahan (Ha)
a0 50.000 200 78
b. 50.001 9 100.000 400 156
c. 100.001 & 150.000 600 39 234
d. 150.001 6200.000 800 312
e. >200.000 1.000 390
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SKALA BOBOT
INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR

2 3 4 5
Jumlah rata -rata sertifikasi dan
registrasi bagi perencana perumahan
dan permukiman dengan kemampuan
kecil dalam satu tahun selama lima
tahun terakhir
a0 150 200 2
b. 151 & 300 400 4
c. 301 8450 600 1 6
d. 451 0600 800 8
e. > 600 1.000 10
Indeks resiko bencana
kabupaten/kota
a. O 50 200 10
b. 51 6 100 400 20
c. 101 0150 600 5 30
d. 151 9 200 800 40
e. >200 1.000 50
Jumlah rumah yang terkena rel okasi
program Pemerintah Daerah
kabupaten/kota berdasarkan rencana
tata ruang
a0 120 200 10
b. 121 6240 400 20
C. 241 6360 600 5 30
d. 361 6480 800 40
e. >480 1.000 50
Jumlah kawasan dengan tingkat
kepadatan bangunan tinggi
a0 40 200 10
b. 41 0680 400 20
c. 81 0160 600 5 30
d. 161 0240 800 40
e. >240 1.000 50
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SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
9 |Jumlah jenis potensi bencana
kabupaten/kota
a. 0 5 200 10
b. 6 88 400 20
c. 9010 600 5 30
d. 11 014 800 40
e. >14 1.000 50
E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
E.1. SUB URUSAN KETENT ERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 | Jumlah seluruh Peraturan Daerah
kabupaten/kota yang mempunyai
sanksi baik pidana ma upun
administratif yang masih berlaku
a. O 10 200 60
b. 11 6 30 400 120
c. 31 060 600 30 180
d. 61 690 800 240
e. >90 1.000 300
2 | Jumlah seluruh Peraturan
Bupati/Walikota yang masih berlaku
a. O 40 200 10
b. 41 680 400 20
c. 8108120 600 5 30
d. 121 8160 800 40
e. >160 1.000 50
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SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
3 | Jumlah wilayah sasaran patroli Pol PP
berdasarkan jadwal patroli rutin Pol
PP kabupaten/kota
a. 0O 17.946 200 30
b. 17.947 ¢ 35.892 400 60
c. 35.893 0 53.839 600 15 90
d. 53.840 071.785 800 120
e. >71.785 1.000 150
4 |Jumlah aset statis pe merintah
kabupaten/kota yang menjadi
sasaran pengamanan
a. O 10 200 30
b. 11 6 30 400 60
c. 31850 600 15 90
d. 51870 800 120
e. >70 1.000 150
5 | Jumlah rata -rata per tahun kegiatan
kepala daerah dan wakil kepala
daerah bersama tamu -tamu penting
kedin asan lain dalam  kategori
VIP/VVIP dalam lima tahun terakhir
a. O 5 200 30
b. 6 610 400 60
c. 11015 600 15 90
d. 16 620 800 120
e. >20 1.000 150
E.2. SUB URUSAN KEBAKARAN
SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 Juml ah petugas pemadam kebakaran,

berdasarkan rasio petugas dengan
jumlah penduduk 1:5000
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a. O 50 200 60
b. 51 6 100 400 120
c. 101 0150 600 30 180
d. 151 8250 800 240
e. >250 1.000 300
2 | Jumlah wilayah manajemen
kebakaran dalam kabupaten/kota
a. O 3 200 60
b. 406 400 120
c. 709 600 30 180
d. 10 8 12 800 240
e. >12 1.000 300
3 |Jumlah anggota Linmas dalam
wilayah kabupaten/kota
a0 2.500 200 40
b. 2.501 & 5.000 400 80
c. 5.001 ¢ 10.000 600 20 120
d. 10.001 425.000 800 160
e. >25.000 1.000 200
F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 3 4 5
1 | Jumlah PMKS, termasuk anak yang
berhadapan dengan hukum yang
menerima layanan rehabilitasi sosial
di luar panti
a. 0 6.000 200 100
b. 6.001 6 12.000 400 200
c. 12.001 6 18.000 600 50 300
d. 18.001 624.000 800 400
e. >24.000 1.000 500
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SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
2 | Jumlah fakir miskin dalam
kabupaten/kota
a. O 10.000 200 30
b. 10.001 650.000 400 60
c. 50.001 0 450.000 600 15 90
d. 450.001 6 600.000 800 120
e. >600.000 1.000 150
3 | Jumlah jiwa dalam komunitas adat
terpencil
a. O 100 200 6
b. 101 8200 400 12
c. 201 6300 600 3 18
d. 30106400 800 24
e. > 400 1.000 30
4 | Jumlah potensi sumber kesejahteraan
sosial kabupaten/kota
a. O 500 200 24
b. 501 8 1.000 400 48
c. 1.001 ¢ 1.500 600 12 72
d. 1.501 ¢ 2.000 800 96
e. >2.000 1.000 120
G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 | Jumlah angkatan kerja usia 15 tahun

ke atas dalam k abupaten/kota (jiwa)
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SKALA BOBOT
NO INDIKATOR& KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
a. O 50.000 200 100
b. 50.001 -150.000 400 200
c. 150.001 0 500.000 600 50 300
d. 500.001 o 1.000.000 800 400
e. >1.000.000 1.000 500
2 | Jumlah perusahaan mikro/kecil
a. O 10.000 200 60
b. 10.001 & 30.000 400 120
c. 30.001 ¢ 50.000 600 30 180
d. 50.001 & 70.000 800 240
e. >70.000 1.000 300

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PELINDUNGAN ANAK

SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA[ (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 Indeks pembangunan gender
kabupaten/kota
a. 057 200 50
b. 58 8 65 400 100
c. 66 670 600 25 150
d. 71075 800 200
e. >75 1.000 250
2 | Jumlah organisasi perempuan dan
anak di tingkat Daerah
kabupaten/kota
a0 9 200 40
b. 10 6 20 400 80
c. 21840 600 20 120
d. 41080 800 160
e. >80 1.000 200
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SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
3 |Jumlah lemba ga penyedia layanan

pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak di tingkat Daerah

kabupaten/kota

a. O 3 200 30

b. 406 400 60

c. 7015 600 15 90

d. 16 830 800 120

e. >30 1.000 150
4 Rasio perempuan korban kekerasan

per 10.000 penduduk perempuan usia

18 tahun keatas di tingkat Daerah

kabupaten/kota

a. 01 200 20

b. 2 83 400 40

c. 405 600 10 60

d. 607 800 80

e. >7 1.000 100
5 Rasio anak yang memerlukan

perlindungan khusus per 1.000 anak

usia 0 -18 tahun di tingkat Daerah

kabupaten/kota

a. 0 2 200 20

b. 304 400 40

c. 506 600 10 60

d. 708 800 80

e. >8 1.000 100
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I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA %) SKOR
1 2 3 4 5
1 | Jumlah cadangan pangan
pemerintah kabupaten /kota dihitung
berda sarkan jumlah penduduk
kabupaten/kota x 0,62 kg/kapita/
tahun (ton)
a. O 60 200 80
b. 61-240 400 160
c. 241-480 600 40 240
d. 481-1.800 800 320
e. >1.800 1.000 400
2 | Jumlah desa/kelurahan
a. 075 200 20
b. 76-150 400 40
c. 151-225 600 10 60
d. 226-300 800 80
e. >300 1.000 100
3 | Persentase penduduk rawan pangan
kabupaten/kota
a O 5% 200 60
b. 6%-9% 400 120
c. 10%-12% 600 30 180
d. 13%-15% 800 240
e. >15% 1.000 300
J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
SKALA BOBOT
NO INDIKATOR& KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 |Jumlah rata -rata izin lokasi y ang

diterbitkan per tahun dalam lima
tahun terakhir yang terdaftar
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SKALA BOBOT
NO INDIKATOR& KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
a. O 50 200 70
b. 51 6100 400 140
c. 101 8150 600 35 210
d. 151 8200 800 280
e. >200 1.000 350
2 Luas lokasi rencana pengadaan tanah
untuk kepentingan umum
berdasarkan ren cana tata ruang
kabupaten/kota (Ha)
a O 75 200 50
b. 76 6150 400 100
c. 151 8220 600 25 150
d. 221 8300 800 200
e. >300 1.000 250
Jumlah subjek hak ulayat dalam satu
3
kabupaten/kota
a. O 80 200 40
b. 81 6160 400 80
c. 161 8240 600 20 120
d. 241 8320 800 160
e. >320 1.000 200
K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 | Jumlah usahal/kegiatan penghasil
limbah B3
a. O 10 200 30
b. 11 850 400 60
c. 510120 600 15 90
d. 121 8200 800 120
e. >200 1.000 150
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SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
2 | Jumlah TPS

a. O 30 200 30

b. 31 860 400 60

c. 61090 600 15 90

d. 91 6120 800 120

e. >120 1.000 150
3 | Jumlah bank sampah

a. O 15 200 30

b. 16 830 400 60

c. 31845 600 15 90

d. 46 660 800 120

e. >60 1.000 150
4 | Jumlah Dokumen Lingkungan yang

dinilai (AMDAL, UKL/UPL, dan SPPL)

yang izinnya dikeluarkan oleh

pemerintah kabupaten/kota

a O 10 200 40

b. 11 630 400 80

c. 31050 600 20 120

d. 51 8100 800 160

e. >100 1.000 200
5 | Jumlah objek yang harus d ilakukan

pemantauan kualitas  lingkungan

sesuai ketentuan yang berdampak

dalam satu kabupaten/kota

a. O 5 200 30

b. 6 615 400 60

c. 16 620 600 15 90

d. 21 825 800 120

e. >25 1.000 150
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L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 | Jumlah penduduk (jiwa)
a. O 50.000 200 70
b. 50.001 6 75.000 400 140
c. 75.001 06 200.000 600 35 210
d. 200.001 ¢ 700.000 800 280
e. >700.000 1.000 350
2 Jumlah kecamatan atau nama lain
a. O 4 200 10
b. 50 9 400 20
c. 10015 600 5 30
d. 16 625 800 40
e. >25 1.000 50
3 Jumlah kelurahan/desa atau nama
lain
a. O 10 200 20
b. 11 620 400 40
c. 210 50 600 10 60
d. 51 8100 800 80
e. >100 1.000 100
4 | Jumlah rata -rata m obiltas penduduk
per tahun dalam tiga tahun terakhir
a. 0500 200 30
b. 501 6 1.000 400 60
c. 1001 6 5.000 600 15 90
d. 5001 6 10.000 800 120
e. >10.000 1.000 150
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SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
5 | Tingkat kepadatan penduduk
(iwa/Km 2)
a. >15.000 200 30
b. 5.001 815.000 400 60
c. 701 65.000 600 15 90
d. 201 8700 800 120
e. O 200 1.000 150

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 | Jumlah desa
a O 75 200 100
b. 76 6 150 400 200
c. 151 8225 600 50 300
d. 226 0300 800 400
e. >300 1.000 500
2 Jumlah Badan Usaha Milik Desa
(BUMDES)
a. 060 200 10
b. 61 6120 400 20
c. 121 6180 600 5 30
d. 181 6240 800 40
e. >240 1.000 50
3 | Jumlah kelompok pemanfaat
teknologi t epat guna yang
dimanfaatkan oleh masyarakat
perdesaan
a. O 70 200 4
b. 71 6140 400 8
c. 14106210 600 2 12
d. 211 6290 800 16
e. >290 1.000 20
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SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
4 | Jumlah kerjasama antardesa dalam

satu kabupaten/kota

a. O 80 200 6

b. 81 6150 400 12

c. 151 8250 600 3 18

d. 251 8300 800 24

e. >300 1.000 30
5 | Jumlah lembaga kemasyarakatan dan

lembaga adat tingkat kabupaten/kota

yang terkait dengan pemberdayaan

masyarakat desa

a. 0 200 200 40

b. 201 6400 400 80

c. 401 48600 600 20 120

d. 601 & 800 800 160

e. >800 1.000 200

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 | Jumlah pasangan usia subur

a. O 10.000 200 30

b. 10.001 & 25.000 400 60

c. 25.001 6 500.000 600 15 90

d. 500.001 ©700.000 800 120

e. >700.000 1.000 150
2 |Jumlah PKB dan PLKB minimal

berdasarkan jumlah desa/kelurahan

(1 PKB/PLKB : 2 desa dan/atau 1

PKB/PLKB : 1 kelurahan)
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SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5

a. 0O 50 200 24

b. 51 6150 400 48

c. 151 8300 600 12 72

d. 301 6400 800 96

e. >400 1.000 120
3 | Jumlah organisasi kemasyarakatan

yang memiliki perjanjian kerjasama

dengan pemerintah kabupaten/kota

dalam pengelolaan, pelayanan dan

pembinaan kesertaan ber -KB

a. O 5 200 24

b. 6 815 400 48

c. 16 625 600 12 72

d. 26 030 800 96

e. >30 1.000 120
4 | Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan

UPPKS

a O 204 200 20

b. 205 0404 400 40

c. 405 8604 600 10 60

d. 605 0804 800 80

e. >804 1.000 100
5 | Jumlah pusatinformasi dan konseling

remaja/mahasiswa

a. O 16 200 20

b. 17 632 400 40

c. 33 048 600 10 60

d. 49 664 800 80

e. >64 1.000 100
6 | Jumlah organisasi kemasyarakatan

tingkat kabupaten/kota yang memiliki

perjanjian kerjasama dengan

pemerintah kabupaten/kota dalam

ketahanan dan kesejahteraan

keluarga

a. O 5 200 18
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SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
b. 6 015 400 36
c. 16 625 600 9 54
d. 26 630 800 72
e. >30 1.000 90
7 | Jumlah keluarga
a. 0O 25.000 200 24
b. 25.001 06 308.222 400 48
c. 308.223 - 406.979 600 12 72
d. 406.980 0613.737 800 96
e. >613.737 1.000 120
0. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUN GAN
KABUPATEN/KOTA BERCIRI KEPULAUAN
SKALA BOBOT
NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
1 |Jumlah rata -rata pertahun dokumen
hasil analisis dampak lalu lintas
untuk jalan kabupaten/kota dalam
lima tahun terakhir
a. O 20 200 4
b. 21 640 400 8
c. 41 660 600 2 12
d. 61 680 800 16
e. >80 1.000 20
2 Panjang jalan kabupaten/kota (Km)
a. O 460 200 10
b. 461 06920 400 20
c. 921 61.300 600 5 30
d. 1.301 6 1.800 800 40
e. >1.800 1.000 50
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SKALA BOBOT
INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR

2 3 4 5
Jumlah terminal C
a. O 3 200 4
b. 4066 400 8
c. 709 600 2 12
d. 10 012 800 16
e. >12 1.000 20
Jumlah lokasi perparkiran baik yang
dikelola Pemda maupun pihak swasta
(unit)
a. O 30 200 4
b. 31860 400 8
c. 61 090 600 2 12
d. 91 0120 800 16
e. >120 1.000 20
Jumlah  kendaraan be rmotor di
kabupaten/kota yang wajib  uiji
berkala
a0 2.000 200 4
b. 2.001 6 4.000 400 8
c. 4.001 66.000 600 2 12
d. 6.001 ¢8.000 800 16
e. >8.000 1.000 20
Jumlah unit angkutan umum dalam
kabupaten/kota (unit)
a. 0O 300 200 4
b. 301 0600 400 8
c. 601 6900 600 2 12
d. 901 41.200 800 16
e. >1.200 1.000 20
Jumlah trayek angkutan umum
dalam satu Daerah kabupaten/kota
a O 15 200 4
b. 16 0 30 400 8
c. 31045 600 2 12
d. 46 060 800 16
e. >60 1.000 20
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SKALA BOBOT

NO INDIKATOR & KELAS INTERVAL NILA] (%) SKOR
1 2 3 4 5
8 |Jumlah armada angkutan laut,

pelay aran rakyat, angkutan

penyeberangan, dan angkutan sungai

dan danau yang berdomisili dalam

kabupaten/kota yang beroperasi pada

pelabuhan lintas dalam

kabupaten/kota

a. 0 250 200 30

b. 251 8500 400 60

c. 501 8750 600 15 90

d. 751 6 1.000 800 120

e. >1.000 1.000 150
9 | Jumlah usaha jasa terkait dengan

perawatan dan perbaikan kapal

a. O 4 200 4

b. 5068 400 8

c. 9012 600 2 12

d. 13615 800 16

e. >15 1.000 20
10 | Jumlah badan usaha angkutan laut,

pelayaran rakyat dan angkutan

penyeberangan, angkut an sungai dan

danau yang berdomisili  dalam

kabupaten/kota

a 0 2 200 4

b. 364 400 8

c. 508 600 2 12

d 9012 800 16

e. >12 1.000 20
11 |Jumlah trayek angkutan laut,

angkutan penyeberangan, angkutan
sungai dan angkutan danau pada
lintas pelayaran dalam satu
kabupaten/kota







